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ABSTRAK 
 
 Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan 
dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama. Dalam 
skiripsi ini adalah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt 
tentang pengabulan nikah beda agama, seolah olah bertentangan dengan ketentuan 
hukum Islam, Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum 
Islam  dan surah al Baqarah ayat 221. Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis 
untuk melakukan penelitian pada masalah ini. Rumusan masalah dalam skiripsi 
ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung  
sehingga mengabulkan permohonan nikah beda agama tersebut? 2. Bagaimana  
pandangan fuqaha klasik dan kontemporer terhadap perkawinan beda agama 
tersebut?. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah motode 
penelitian Kualitatif  yaitu penelitian yang menggunakan studi kepustakaan 
dengan mengkaji permasalahan perkara kemudian di korelasikan dengan 
literature dan pustaka yang ada. Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan 
bahwa bahwa: 1. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung  dalam 
mengabulkan permohonan nikah beda agama tersebut berdasarkan kepada UUD 
tahun 1945 Pasal  27 yang menentukan bahwa seluruh warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk 
kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan atau 
kepercayaan dan selama Undang Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan 
agama dan kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, 
kemudian Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 belum mengatur dengan 
tegas tentang perkawinan beda agama. 2. Pandangan fuqaha klasik terhadap 
perkawinan beda agama tersebut bahwa perkawinan beda agama  tidak 
diperbolehkan namun perkawinan dengan wanita ahl kitab menurut ulama empat 
mazhab dan pendapat Qatadah masih diperbolehkan berlandaskan kepada surat al-
Maidah ayat 5, kemudian fuqaha kontemporer sepakat mengharamkan 
perkawinan beda agama, yaitu pendapat Majlis Ulama Indonesia, Nahdhatul 
ulama, dan Muhammadiyah mengartikan wanita ahl kitab pada dewasa kini tidak 
termasuk dalam kategori ahl kitab dizaman rasul, walaupun Quraish shihab 
membolehkan menikahi wanita ahl kitab dengan kategori masih muhshanat, 
melihat kondisi dizaman sekarang wanita muhshanat dalam pemahamannya tidak 
masuk dalam kategori muhshanat dalam surah al-Maidah ayat 5,  serta Ash 
shabuni juga membolehkan perkawinan beda agama antara laki laki muslim 
dengan wanita ahl kitab dengan catatan ia tidak khawatir (keimanan anaknya) dari 
ketauhidan dan aqidahnya kepada Allah. Menurut analisis penulis tidak sepakat 
terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung  No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt tersebut 
karena  perkawinan menodai kemurnian tauhid dan aqidah yang diajarkan dalam 
agama Islam serta yurisprudensi itu tersebut berlaku fatal karena bisa dijadikan 
dasar hukum dalam hirarki Undang Undang di Indonesia sehingga  akan banyak 
kasus pengabulan nikah  beda  agama kedepannya, dan semoga Allah  merahmati 
ulama klasik dan kontemporer karena ketakutan  mereka terhadap perkawinan 
serta berusaha menggali hukum dan berijtihad  kepada orang Islam agar tidak 
ternoda kesyirikan mengenai perkawinan beda agama. 
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MOTTO 
 
 ُت َلََو ْمُكْتَبَجَْعأ ْوَلَو ٍةَِكرْشُم ْنِم ٌر ْ يَخ ٌةَنِمْؤُم ٌةَمََلََو ىنِمْؤ ُي ٰ ىتََّح ِتاَِكرْشُمْلا اوُحِكْن َت َلََو اوُحِكْن
 ٰ ىتََّح َينِِكرْشُمْلا ُهىللاَو ِراىنلا َلَِإ َنوُعْدَي َكِئَٰلُوأ ْمُكَبَجَْعأ ْوَلَو ٍِكرْشُم ْنِم ٌر ْ يَخ ٌنِمْؤُم ٌدْبَعَلَو اوُنِمْؤ ُي
 َنوُر ىَكذَت َي ْمُهىلَعَل ِساىنِلل ِِهتَايآ ُ نين َب ُيَو ِِهنْذِِإب ِةَرِفْغَمْلاَو ِةىَنْلْا َلَِإ وُعْدَي 
 
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 
dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 
lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.” 
(Q. S. al-Baqarah: 221) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan secara keseluruhan arti dan makna dari judul penulis 
tersebut, dengan tujuan menghindari kesalah pahaman tentang judul skripsi ini, 
maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti dari judul skripsi ini yang 
akandi bahas. Judul skripsi ini adalah “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung 
No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama 
di Tinjau dari Pendapat Fuqaha Klasik dan Kontemporer”. Adapun istilah-istilah 
yang digunakan dalam judul skripsi ini adalah: 
Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.1 
Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan 
dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.2 
Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu kekuasaan kehakiman di 
Indonesia.Sesuai dengan UUD 1945 (perubahan ketiga), kekuasaan kehakiman 
di Indonesia di lakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Menurut Undang Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA antara lain  
: 
                                                          
 
1
Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus esar Bahasa 
Indonesia, Edisi kedua, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1995), h. 32. 
 2 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ketujuh, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1982), h. 49. 
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1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya  
yang diberikan oleh undang-undang. 
2. Mengajukan tiga orang anggota Hakim konstitusi. 
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan 
rehabilitasi.3 
Permohonan adalah tuntutan hak yang diajukan kepada pengadilan  
karena ada hak-hak yang tidak ia dapatkan. Permohonan menurut para pakar 
hukum antara lain :  
1. Menurut Sudikno Mertokusumo permohonan adalah tuntutan hak yaitu 
tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan 
oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigin 
richting).4 
2. Menurut Darwin Prints, gugatan atau permohonan adalah suatu upaya atau 
tindakan untuk menuntut hak atau memaksa orang lain untuk 
melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang 
diderita oleh penggugat (Pemohon) melalui putusan pengadilan.5 
Nikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia 
yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak 
menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan 
                                                          
 
3
 Ahmad Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Pancasila, Demokrasi, 
dan  PencegahanKorupsi, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015, h. 124. 
 
4
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesi, Edisi Ke 7, Yogyakarta : Liberty, 
2006, h. 29. 
 
5
Darwin Prints, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, Kapita Selekta Permasalahan 
Hukum Acara Perdata, 1992. ,h. 133.  
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disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan 
perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, 
juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan 
sebagai isterinya.6 
Tinjaun adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan 
penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.7 
Fuqaha adalah kata majemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fiqh. Fiqh 
adalah bidang jurisprudence atau hukum-hukum yang menyangkut peribadatan 
ritual baik perseorangan, atau didalam konteks sosial umat islam.8 
Dari penjelasan makna judul tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
berdasarkan uraian diatas makna judul skripsi ini adalah memerikan pemahaman 
serta pengertian kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya bahwa 
perkawinan beda agama dalam hukum Islam adalah suatu kegiatan yang telah 
melanggar rambu-rambu peraturan agama Islam, adapun perbedaan pendapat 
para fuqaha merupakan alasan yang menitikberatkan kepada maslahat agama 
Islam khususnya kepada penganutnya. Akan tetapi melihat dari sisi pluralisme di 
Indonesia yang sangat beragam khususnya dalam keyakinan beragama sehingga 
Hakim-hakim pengadilan memberikan ruang kepada masyarakat untuk 
memasuki permasalahan ini, dimana hukum permasalahan perkawinan beda 
agama merupakan perkara yang belum diatur dan ditetapkan dalam Undang-
Undang, dan sehingganya masyarakat yang olehnya terjadi kekosongan hukum 
                                                          
 
6
Nasruddin, Fiqh Munakahat, Bandar Lampung : CV. Team Ms Barokah, 2015, h. 1-5. 
 
7
 Komaruddin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 
2002, h. 43. 
 
8
https://id.m.wikipedia.org diakses pada hari kamis tanggal 4 april 2019. 
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dapat masuk kecelah itu dengan ruang pintu yurisprudensi yang telah di tetapkan 
oleh hakim-hakim Pengadilan. 
B. Alasan memilih judul 
1. Alasan objektif 
a) Penulis ingin mengetahui dengan jelas tentang pentingnya hukum menikah, 
khusunya hukum menikah bagi mempelai pria dan wanita yang menganut 
kepercayaan agama yang berbeda, serta alasan-alasan di kabulkannya 
pernikahan nikah beda agama oleh Mahkamah Agung dalam putusannya 
No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. 
b) Yurisprudensi Mahkamah agung ini sangat menarik untuk di analisis, 
dimana  hukum  nikah beda agama dalam perspektif Islam maupun 
perspektif Kristen dilarang untuk melangsungkan pernikahan yang 
menganut kepercayaan agama yang berbeda. 
c) Penulis ingin mengupas lebih detail tentang bagaimana pendapat para 
fuqaha tentang pernikahan  beda agama dalam perspektif hukum Islam. 
2. Alasan subjektif 
a) Pokok bahasan ini sangat sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di 
fakultas Syari‟ah dan Hukum Di Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
b) Bagi penulis banyak refrensi pendukung dari skripsi yang akan di teliti 
sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 
kedepannya dari bahan-bahan serta literatur yang di perlukan dalam 
penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan dan  jurnal-jurnal terkait. 
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C. Latar Belakang Masalah 
Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 tahun 1974,  perkawinan antar 
agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak di benarkan ajaran  agama, 
yaitu  ada  halangan  terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon istri 
perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang di kehendaki pasal 2 ayat (1) dan 
pasal 8 Undang undang Perkawinan. 
Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pernikahan menyatakan : 
“Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum  masing -masing 
agamanya dan kepercayaannya itu”. 
Pasal  2 Undang Undang  Pernikahan ini terang menunjukkan paling 
pertama kepada hukum masing masing agama dan kepercayaannya bagi masing 
masing pemeluknya. Sedangkan menurut penjelasan pasal 2 ini. Tidak ada 
perkawinan di luar hukum masing masing agamnya dan kepercayaanya itu, 
sesuai dengan Undang Undang 1945.9 Oleh Hazairin, di tegaskan bahwa bagi 
orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum 
agama sendiri, beliau menambahkan lagi. Demikian juga bagi orang Kristen dan 
bagi orang Hindu atau “Hindu Buddha” seperti yang di jumpai di Indonesia. 
Menurut hukum Islam adalah tidak sah perkawinan berlainan agama 
sebagaimana disebut dalam al- Qur‟an Surah Al- Baqarah ayat 221. Dari sudut 
pandang agama Kristen pun dapat di lihat dengan tegas dalam nasehat al kitab 
mereka dalam Perjanjian Baru (2 Korintus 6:14) segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan dalam 
kitab Undang Undang Hukum perdata (Burgerlijk wetboek). Ordonansi 
                                                          
 
9
Nasir Muchtar, K. H. Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan suatu tindakan 
Administratif. Jakarta, Dirjen Bimas Islam (Seminar), h. 9. 
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Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI). Peraturan Perkawinan Campuran 
(Regeling op de gemengde huwelijken) dan peraturan peraturan lain yang 
mengatur tentang perkawinan sejauh telah di atur dalam Undang Undang tidak 
berlaku (pasal 66).10 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jaya tanggal 30 September 1986 
tanggal 2 Agustus 1986 Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia Tanggal 1 juni 
1980 yang menganjurkan (Dilarang perkawinan antara wanita Muslim dengan 
laki laki Musyrik dan laki laki Muslim di larang kawin dengan wanita yang 
bukan beragama Islam (larangan Mutlak). Dan kemudian jika di lihat keputusan 
seminar perkawinan antaragama di Universitas Katholik Atmajaya tanggal 21 
Maret 1987, pada prinsipnya Gereja melarang perkawinan campur antaragama 
(KHK 1086 dan KHK 1124).11 
Di dalam kitab kitab fiqh umumnya, perkawinan antar pemeluk agama 
ini masih dimungkinkan, yaitu antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita 
kitabiyah, yang menurut beberapa pendapat adalah mereka yang beragama 
Yahudi dan Nasrani. Kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita kitabiyah, 
karena wanita kitabiyah berpedoman kepada kitab yang aslinya berasal dari 
wahyu Allah. Pemahaman tekstual ini didasarkan kepada QS Al-Maidah(5):5: 
 ُْمَلَ ٌّلِح ْمُكُماََعطَو ْمُكَل ٌّلِح َباَتِكْلا اوُتُوأ َنيِذَّلا ُماََعطَو ُتاَبِّيَّطلا ُمُكَل َّلِحُأ َمْو َيْلا
 اَذِإ ْمُكِلْب َق ْنِم َباَتِكْلا اوُتُوأ َنيِذَّلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو ِتاَنِمْؤُمْلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو
 َتآ ِنَايم ِْلِْاب ْرُفْكَي ْنَمَو ٍناَدْخَأ يِذِخَّتُم َلََو َينِحِفاَسُم َر ْ يَغ َينِنِصُْمُ َّنُهَروُجُأ َّنُهوُمُتْي
 َنِيرِسَاْلْا َنِم ِةَرِخْلْا فِ َوُهَو ُهُلَمَع َطِبَح ْدَق َف 
                                                          
 
10
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta, PT. Bumi Aksara, h. 194. 
 
11
Ibid, h. 195. 
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Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan 
(sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi 
ka-lian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka. (Dan 
dihalal-kan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di 
an-tara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 
men-jaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab 
se-belum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka 
de-ngan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan 
tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir 
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka 
hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang 
merugi”.(QS. Al-Maidah:5) 
 
Terhadap ayat tersebut al-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam 
al-Syafi‟i, kebolehan laki-laki mengawini wanita kitabiyah tersebut apabila 
mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur‟an. 
Namun, setelah Al-Qur‟an turun dan mereka tetap beragama menurut kitab-
kitab tersebut, tidak termasuk sebagai ahli kitab. Menurut tiga mazhab 
lainnya, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa kebolehan laki-laki 
Muslim mengawini wanita kitabiyah bersifat mutlak, meski agama ahli kitab 
tersebut telah dinasakh.12 
Tidak diketahui secara tegas apakah Kompilasi Hukum Islam lebih 
mengacu kepada QS Al-Baqarah (2):221 tersebut, yang mempertanyakan 
masihkah originalitas wanita kitabiyah seperti yang dimaksud Taurat dan 
Injil? Pertanyaan ini memang terasa sulit untuk dijawab, untuk tidak 
mengatakan tidak mungkin.13 
Ulama berbeda pendapat tentang perkawinan penganut agama yang 
berbeda-beda, terutama terkait dengan status calon istri atau suami tersebut 
                                                          
 
12
Al-Nawawy, al- Tafsir al-Munir li Ma’alim al- Tanzil, juzz 1, (Semarang; Usaha keluarga, 
tt.), h. 192. 
 
13
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, edisi revisi cetakan kedua (Jakarta: 
Rajawali Pers), h. 275. 
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sebagai musyrik, Atheis, atau Ahlul Kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Mustafa 
al-Maraghi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah 
mereka yang tidak mempunyai kitab dan tidak mempercayai Muhammad Saw 
sebagai Rasul.14 Sementara itu, dengan mengambil kesimpulan dari beberapa 
ayat dan hadist, para ulama sangat menekankan agama (al-din) sebagai salah 
satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan.15 Selain itu, hadist yang 
diriwayatkan Imam al-Bukhari yang menyatakan bahwa perempuan itu 
dinikahi karena empat hal, tetapi hendaknya menjadikan agama sebagai 
pegangan.16 Dari beberapa hadist tersebut, al-Maraghi berpendapat bahwa 
tidak boleh hukumnya bagi ummat Islam untuk menjalin hubungan 
perkawinan dengan orang-orang Musyrik, baik itu memperistri atau 
mengambil suami, karena seorang istri akan menjadi kepercayaan suami, yang 
diberikan amanah atas jiwa, anak, dan hartanya, dan hal ini tidak terwujud 
hanya dengan kecantikan semata. Seseorang yang Musyrik, baik laki-laki 
maupun perempuan, tidak akan ada penghalang baginya untuk berbuat 
khianat, berbuat kebajikan, dan mencegah kejahatan.17 Terkadang justru akan 
mengkhianati suaminya dan merusak keyakinan anak-anaknya. 
Sehubungan dengan ini, Direktur Pembinaan Peradilan Agama Depag 
RI (saat ini Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI) pernah meminta kepada 
Kantor Catatan Sipil untuk tidak mencatatkan perkawinan antara umat Islam 
                                                          
 
14
Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halbi, tt), juzz 
II, h. 153. 
 
15Beberapa hadist Nabi dapat dilihat dalam Muhammad Ibn Yazid ibn „Abd Allah, Sunan ibn 
Majah, juz. I,  hadist nomor 1859, h. 597. 
 
16
Lihat dalam al-Bukhari, Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar, juz. VII,  Hadis nomor 
5090, h.  7. 
 
17
Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi II, h. 153. 
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dengan pemeluk agama lainnya.18 Setelah Undang-Undang Perkawinan 
munculpun masih terdapat putusan Pengadilan Negri yang mengizinkan 
perkawinan antar pemeluk agama dan memandangnya sebagai perkawinan 
campuran sepesrti diatur dalam Pasal 60-62 Undang-Undang Perkawinan.19 
Selain itu, setelah Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan, terdapat 
fenomena baru dalam pernikahan beda agama ini. Seperti perkawinan beda 
agama dilaksanakan dengan salah satu pihak masuk agama pihak lain, baik 
secara formalitas dengan perubahan identitas agama dalam KTP-maupun 
masuk agama dengan sesungguhnya. Masuk agama secara formalitas terjadi 
jika kedua pihak ingin tetap mempertahankan agamanya.20 
Permasalahan ini memang bukanlah perkara baru yang muncul ke 
permukaan, akan tetapi permasalahan nikah beda agama merupakan lagu lama 
yang sering terulang sampai dewasa kini, khususnya dalam permalahan 
perkara ini, dimana pihak Pemohon merupakan agama Kristen yang dalam 
kategori al-Qur‟an masuk kepada kategori ahli kitab seperti yang dijelaskan 
dalam ayat diatas, akan tetapi pertanyaan tentang masih original-kah agama 
Kristen saat ini? khususnya para kaum wanita ahli kitab yang menganut 
kepercayaan itu masih di pertanyakan, sedangkan pihak termohon merupakan 
penganut kepercayaan agama Islam, permasalahan dari kasus ini terletak pada 
pihak termohon yang merupakan penganut agama Islam. Dari penelitian 
penulis secara subjektif adalah hukum yang berlaku kepada termohon selaku 
penganut agama Islam. Merujuk kepada perjalanan sejarah pernikahan di 
                                                          
 
18
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah : Kapita Selekta Hukum Islam, hal: 9. 
 
19
Ibid, hal: 3. 
 
20
Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal: 246. 
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Indonesia, permasalahan nikah beda agama memang belum di atur dalam 
Undang Undang Perkawinan, sehingga ruang bagi mereka yang kurang 
memahami agama dan ajarannya mencari celah untuk masuk ke ruang 
tersebut. 
D. Fokus Penelitian 
  Penelitian ini penulis fokus terhadap masalah yurisprudensi  
Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama, kemudian penulis 
mengupas pendapat serta pandangan fuqaha dijaman klasik dan sekarang 
(kontemporer) dimana masalah tersebut pada dasarnya sesuai dengan jurusan 
yang penulis ambil, skripsi ini membahas pada area perkawinan beda agama 
dan nantinya ditinjau dari beberapa pendapat fuqaha dan pembahasannya 
merupakan sub-sub fokus penelitian. 
E. Rumusan masalah 
1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung  sehingga 
mengabulkan permohonan nikah beda agama tersebut ? 
2. Bagaimana pandangan fuqaha klasik dan kontemporer terhadap 
perkawinan beda agama tersebut ? 
 
F. Signifikansi Penelitian 
  Penelitian ini merupakan sebagai upaya untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman dan agar nantinya dapat memberikan 
sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim khususnya masyarakat, 
sehingga dapat memcahkan batu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah 
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masyarakat serta sarjana fakultas syari‟ah dan hukum, khususnya jurusan al-
Ahwal asy-Syakhsiyah tentang pernikahan beda agama. 
G. Tujuan penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 
mengabulkan permohonan nikah beda agama dalam perkara 
No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. tersebut 
b) Untuk mengetahui pandangan fuqaha tentang pernikahan beda agama 
dalam perspektif hukum Islam. 
H. Metode penelitian 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat studi 
kasus.21 Penelitian ini melandaskan pada penekanan pola tingkah laku 
manusia, yang dilihat dari “frame of refremse” si pelaku itu sendiri, jadi 
individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis 
serta mendapatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Holistik). Dan 
konsep dalam penelitian ini adalah Abstaraksi mengenai suatu fenomena yang 
dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 
keadaan, kelompok atau individu tertentu.22 
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Farouk Muhammad, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PTIK Press, 2003), h. 100. 
 
22
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 19. 
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1. Jenis dan sifat penelitian 
a) Jenis penelitian 
 Jeni,s peneli,ti,an yang di,gunakan dalam ski,ri,psi, i,ni, adalah jeni,s 
peneli,ti,an kepustakaan (li,brary reasearch) yai,tu suatu peneli,ti,an yang 
di,lakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca 
buku-buku, li,teratur dan menelaah dari, berbegai, macam teori, yang 
mempunyai, hubungan dengan permasalahan yang di,teli,ti,.23 Dalam hal 
i,ni, penuli,s membaca dan mengambi,l teori,-teori, dari, buku yang 
berkai,tan dengan masalah tersebut dan menyi,mpulkan hasi,l peneli,ti,an 
dari, berbagai, macam buku tersebut. 
b) Si,fat peneli,ti,an 
 Peneli,ti,an i,ni, bersi,fat peneli,ti,an deskri,pti,f anali,ti,k. Peneli,ti,an 
descri,pti,ve adalah peneli,ti,an yang bertujuan memberi,kan gambaran 
atau urai,an atas suatu keadaan sejerni,h mungki,n tanpa ada perlakuan 
terhadap objek yang di, teli,ti,.24 
2. Sumber data 
 Data-data dalam peneli,ti,an i,ni, termasuk data sekunder, yai,tu data-data 
yang bersumber dari, sumber-sumber bacaan. Data sekunder i,ni, terdi,ri, dari, 
bahan hukum pri,mer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersi,er. 
                                                          
 
23
Sumadi, Suryabrata,  Metodologi, Peneli,ti,an,  Jakarta : PT. Raja Grafi,ndo Persada, 2013, h. 
10. 
 
24
Zulganef, Metode Peneli,ti,an sosi,al dan bi,sni,s, (Yogyakarta: Graha I,lmu, 2013), h. 11. 
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a) Bahan hukum pri,mer 
  Yai,tu sumber data yang pali,ng utama, yang di, jadi,kan bahan 
rujukan dalam peneli,ti,an untuk menganali,sa pokok permasalahan, 
bahan hukum pri,mer penuli,s yang di,gunakan dalam peneli,ti,an i,ni, 
adalah Al-Qur‟an, Al-Hadi,st, Undang-Undang Perkawi,nan No.1 Tahun 
1974. 
b) Bahan hukum sekunder 
  Yai,tu antara lai,n mencakup dokumen-dokumen resmi,  buku-
buku, hasi,l-hasi,l peneli,ti,an yang berwujud laporan, dan sebagai,nya. 
Bahan hukum sekunder penuli,s poreloh dari, refrensi,  buku-buku atau 
tuli,san-tuli,san yang berkai,tan dengan peneli,ti,an i,ni,. 
c) Bahan hukum tersi,er 
  Bahan hukum tersi,er antara lai,n : yai,tu Kamus Besar Bahasa 
I,ndonesi,a dan Ensli,kopedi,a. 
3. Metode pengumpulan data 
a) Mengadakan peneli,ti,an melalui, buku-buku refrensi, yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang di,teli,ti,. 
b) Mengumpulkan data-data dari, buku cetak, bai,k yang bersi,fat pri,mer 
maupun sekunder yang memuat masalah putusan Mahkamah Agung 
mengenai, pengabulan ni,kah beda agama, terutama dalam buku-buku 
I,slam yang memuat tentang pendapat beberapa Fuqaha tentang 
permasalahan yang di, bahas. 
c) Mengklari,fi,kasi, data-data yang terdapat dalam buku-buku refrensi,. 
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4. Metode pengelolaan dan Anali,si,s data 
a) Metode pengelolaan data 
 Dalam metode pengelolaan data dalam peneli,ti,an i,ni,  penuli,s 
menggunakan beberapa cara yai,tu metode antara lai,n yai,tu: 
1) Pemeri,ksaan data (edi,ti,ng) 
 Pemeri,ksaan data adalah pembenaran data yang terkumpul 
melalui, studi, pustaka, data di,anggap relevan dengan masalah, 
jelas, ti,dak berlebi,han dan tanpa masalah. 
2) Rekonstruksi, data 
 Rekonstruksi, adalah menyusun ulang data secara teratur, 
berurutan dan logi,s. Sehi,ngga mudah di,pahami, dan 
di,i,nterprestasi,kan. 
3) Penyusunan dan si,stemati,ka data 
 Penyusunan dan si,stemati,ka data adalah mengelompokkan 
secara si,stemati,s data yang sudah di,edi,t dan di,beri, tanda menurut 
klari,fi,kasi, data dan urutan masalah.25 
b) Metode Anali,si,s Data 
  Selanjutnya setelah data yang di,peroleh di,anali,sa secara 
anali,si,s kuali,tati,f yai,tu : 
1) Metode dedukti,f, yai,tu cara berpi,ki,r berangkat dari, pengalaman 
yang bersi,fat umum dan berti,ti,k tolak dari, pengerti,an umum ki,ta 
                                                          
 
25
Abdul Kadi,r Muhammad, Hukum dan Peneli,ti,an Hukum, ( Bandung : Ci,tra Adi,tya Bakti,  
2004), h. 91. 
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hendak meneli,ti, sesuatu kejadi,an-kejadi,an yang bersi,fat khusus.26 
Yang penuli,s maksud dengan metode i,ni, adalah mengambi,l 
pengerti,an yang bersi,fat umum, kemudi,an di,beri, pembahasan dan 
penjabaran data hasi,l peneli,ti,an yang penuli,s tuangkan dalam 
beberapa bab sampai, di,temukannya beberapa kesi,mpulan yang 
bersi,fat khusus. 
2) Metode i,ndukti,f, yai,tu dengan cara berpi,ki,r dari, fakta-fakta 
peri,sti,wa yang kongkri,t, kemudi,an dari, fakta-fakta yang khusus 
dan kongkri,t tersebut di,tari,k generali,sasi, yang mempunyai, si,fat 
umum, maksudnya yai,tu mengemukakan faktor yang bersi,fat 
khusus terlebi,h dahulu kemudi,an di,bahas sehi,ngga dapat di,tari,k 
kesi,mpulan yang bersi,fat umum, yai,tu mula-mula dengan 
mengemukakan faktor-faktor yang bersi,fat khusus kemudi,an 
di,bahas sehi,ngga dapat di,tari,k kesi,mpulan yang bersi,fat umum.27 
 
 
 
 
  
                                                          
 
26
Sutri,sno Hadi,  Methodologi, Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbi,t Fakultas Psi,kologi, 
UGM, 1995, h. 36. 
 
27I,bi,d, h. 37. 
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BAB II 
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FUQAHA 
A. Perkawinan Beda Agama Menurut Pendapat Fuqaha 
 Pembahasan perkawinan beda agama ini akan menjelaskan lebih 
spesifik pada perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif hukum Islam 
yaitu merujuk kepada pendapat serta pandangan para fuqaha klasik dan 
kontemporer mengenai perkawinan beda agama, untuk mendapatkan 
gambaran yang jelas mengenai perkawinan beda agama penulis 
klasifikasikan perkawinan beda agama dibagi menjadi tiga bagian: 
1. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah 
2. Perkawinan antara laki-laki non muslim dengan wanita muslimah, 
dan 
3. Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita ahl 
kitab. 
  Perkawinan beda agama tersebut yang akan penulis kupas dalam 
 skripsi ini sehingga nanti pembaca dapat memahami lebih jelas tentang hukum 
 perkawinan beda agama. 
 Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita non 
muslim (musyrik) adalah haram, as Shabuni mengatakan bahwa haram 
mengawini perempuan musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki 
kitab samawi.1 
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 Muhammad Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni, cetakan pertama, (PT. Bina 
Ilmu, Surabaya, 1985), h. 236. 
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 Perkawinan beda agama ini memang terdapat sebuah pembedaan yang 
menimbulkan penekanan pada hukumnya, non muslim/kafir adalah orang-
orang yang mengingkari Tuhan, sementara pengertian ahli kitab adalah orang 
yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti 
Taurat, Injil, dan Zabur.2 
Sebelum membahas tentang penjelasan perkawinan beda agama 
alangkah lebih baik menguraikan tentang pengertian perkawinan. Perkawinan 
merupakan persoalan yang penting dalam kehidupanberagama. Karena 
perkawinan mempunyai sifat bukan hanya sekedar ikatan per-muamalatan 
(bottom up), namun perkawinan juga meliputi dan merangkul dalam perkara 
dan persoalan ibadah (top down) sehingga hukum Islam mendefinsikan 
perkawinan dengan istilah mitsaqan ghalidzan ( ikatan yang sangat kuat baik 
dengan sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah). Berkaitan 
dengan pasangan yang kontroversial atau Perkawinan Beda atau perkawinan 
lintas agama dewasa ini tak jarang  menimbulkan gejolak dan reaksi keras 
dikalangan masyarakat. Dalam dunia Islam, masalah ini menimbulkan 
perbedaan-perbedaan diantara kedua belah pihak pro dan kontra, masing-
masing pihak memiliki argumen logis yang berasal dari penafsiran mereka 
masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang Perkawinan Beda Agama. 
Allah tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang 
hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan dan tanpa tujuan. 
Kemudian sebagaimana menurut Syahrur, demi menjaga perilaku yang lurus 
                                                          
 
2
Masri Elmahsyar Bidin, Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan 
Islam, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.
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kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai 
martabatnya. 
Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Undang-Undang 
Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan antar warga negara asing dan 
warga negara Indonesia, atau perkawinan campuran. Kompilasi Hukum Islam 
mengkategorikan perkawinan  antar pemeluk agama Islam  dengan selain 
Islam ke dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam 
menegaskan: 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita karena keadaan tertentu: 
1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 
dengan pria lain. 
2. Seorang wanita masih berada dalam masa „iddah dengan pria lain. 
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
Pasal 44 
“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
pria yang tidak beragama Islam”. 
 
 Di dalam kitab kitab fiqh umumnya, perkawinan antar pemeluk agama 
ini masih dimungkinkan, yaitu antara seorang laki-laki Muslim dengan 
wanita kitabiyah, yang menurut beberapa pendapat adalah mereka yang 
beragama Yahudi dan Nasrani. 
 Dalam diskursus dan permasalahan perkawinan beda agama dewasa 
kini dalam dilihat dari permasalahan yang terjadi, dalam hal ini dapat di 
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kategorikan: perkawinan laki laki non Muslim dengan wanita Muslimah, 
perkawinan laki laki Muslim dengan wanita non Muslimah, dan Perkawinan 
laki-laki non Muslim dengan wanita Ahli kitab. 
 Pernikahan beda agama yang dibahas di skripsi ini, harus dipahami 
sebagai gejolak sosial yang terjadi setelah turunnya al-Qur‟an hingga masa 
kini. pernikahan beda agama dalam hukum Islam, akan dijelaskan beberapa 
hal yang mendukung, yaitu : 
1. Defenisi Perkawinan (zawaj) dan Nikah  
Perkawinan  atau  pernikahan  dalam  fiqh  berbahasa Arab disebut 
dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah 
salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau 
masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang  pengertian  
perkawinan  antara lain adalah:  
a) Menurut Hanabilah: “Nikah adalah akad yang menggunakan 
lafaznikah yang  bermakna tajwiz dengan  maksud  mengambil  
manfaat  untuk bersenang-senang.”3  
b) Menurut  Sajuti  Thalib:  “Perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  
yang  kuat dan  kokoh  untuk  hidup  bersama  secara  sah  antara  
seorang  laki-laki dengan    seorang    perempuan    membentuk    
keluarga    yang    kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, 
tentram dan bahagia”.4 
                                                          
 
3
Abdurrahman   Al-Jaziri, Kitab „ala   Mazahib   al-Arba‟ah. Beirut   Libanon:   Dar   Ihya al-
Turas al-Arabi, 1986, h. 3. 
 
4
Moh. Idris Ramulyo, 1996.  Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, h. 2. 
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Menurut bahasa az-zawaj diartikan pasangan atau jodoh, 
misalnyasebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT : 
 ٰنْجَّوَز َو َكِلٰذَک ْمُه  ٍْیِع ٍرْوُِبِ 
Artinya: “Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.” (QS. Ad-
Dukhan(44): 54);  
 
Maksudnya, kami pasangkan mereka dengan bidadari. Atau 
jika dikatakan dalam bahasa Arab.”Aku pasangkan antara unta”, 
Maksudnya dipasangkan satu per satu. Dalam kitab Taj Al-Arus 
dikatakan : “Menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan 
menjodohkannya dengan pasangannya”. Lafal az-zawaj terdapat 
banyak dalam ayat-ayat Al-Qur‟an dengan makna tersebut, 
diantaranya : 
 ْتَجِّوُز ُسْوُفُّ نلا اَذِا َو  
Artinya: “Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan”.(QS. At-
Takwir: 7). 
 
   Maksudnya setiap jiwa berpasangan dengan orang yang 
dicintainya atau diartikan berpasangan dengan amal perbuatannya. 
Kemudian menjadi populer penggunaan lafal zawaj diartikan laki-laki 
berpasangan dengan wanita secara kontinu. Kata az-zawaj (  ُجاَوَزَلا) dari 
akar kata zawwaja dengan tasydid waw ( َُج َّوَز ) seperti  
 ٍجْوَز َناَكَم ٍجْوَز َلاَدْبِتْسا ُُتُْدََرأ ْنِإَو 
Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang 
lain”. (QS. An-nisa (4) :20). 
 
Maksudnya menempatkan wanita ditempat wanita yang lain 
artinya sepasang wanita. Bisa juga diungkapkan untuk dua orang atau 
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sepasang dua orang dalam bentuk mutsanna. Untuk membedakan 
antara pasangan wanita dan laki-laki dan untuk menghilangkan 
kesamaran fuqaha menggunakan kata zawjah untuk wanita dan inilah 
bahasa yang benar. Sebab dalam membagi harta warisan misalnya, jika 
menggukan zawj atau ibn, tentu tidak diketahui laki-laki atau 
perempuan.5 
Menurut syara‟, fuqaha telah banyak memberikan 
defenisi.Secara umum diartikan akad zawaji adalah pemilikan sesuatu 
melalui jalan yang disyari‟atkan dalam agama. Tujuannya, menurut 
tradisi manusia dan menurut sya‟ra adalah menghalalkan sesuatu 
tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (zawaj) yang 
tertinggi dalam syariat Islam.Tujuan yang tertinggi dalam syariat Islam 
adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-
masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan 
kasih sayangnya yang disalurkan.Demikian juga pasangan suami istri 
sebagai tempat peristirahatan di saat saat lelah dan tegang, keduanya 
melampiaskan kecintaan dan kasih saying selayaknya suami istri. 
Sebagaimana firman Allah SWT : 
 ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيِلإ اوُنُكْسَِتل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِِوتَايآ ْنِمَو
 َنوُر َّكَف َت َي ٍمْوَِقل ٍتَايَلَ َكِل َٰذ فِ َّنِإ  ًَةْحَْرَو ًةَّدَوَم 
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
mencipakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saying. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
                                                          
 
5
Lisan Al-Arab, juz 3, hlm, 1886, mukhtar As shahah, hlm. 278, dan Munjid Ath- Thullab, 
hlm. 242 
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terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-
Rum (30) : 21) 
2. Tujuan dan Hikmah perkawinan  
Tujua,n perka,wina,n menurut a,ga,ma, Isla,m ia,la,h untuk memenuhi 
petunjuk a,ga,ma, da,la,m ra,ngka, mendirika,n kelua,rga, ya,ng ha,rmonis, 
seja,htera, da,n ba,ha,gia,.Ha,rmonis da,la,m mengguna,ka,n ha,k da,n kewa,jiba,n 
a,nggota, kelua,rga,  seja,htera,h a,rtinya, tercipta,nya, ketena,nga,n la,hir da,n 
ba,tin diseba,bka,n terpenuhinya, keperlua,n hidup la,hir da,n ba,tinnya,  
sehingga, timbul keba,ha,gia,a,n, ya,kni ka,sih sa,ya,ng a,nta,r a,nggota, 
kelua,rga,.A,hma,d A,zha,r Ba,syir menya,ta,ka,n ba,hwa, tujua,n perka,wina,n 
da,la,m Isla,ma,da,la,h untuk memenuhi tuntuta,n na,luri hidup ma,nusia,  
berhubunga,n denga,n  la,ki-la,ki  da,n  perempua,n,  da,la,m  ra,ngka,  
mewujudka,n  keba,ha,gia,a,n kelua,rga,  sesua,i  a,ja,ra,n  A,lla,h  da,n  Ra,sul-
Nya,.
6
Tujua,n  perka,wina,n  da,la,m Pa,sa,l 3  Kompila,si  Hukum Isla,m ya,itu  
untuk  mewujudka,n  kehidupa,n ruma,h  ta,ngga,   ya,ng  sa,kina,h,  
ma,wa,dda,h,  da,n  ra,hma,h  (kelua,rga,   ya,ng tentra,m  penuh  ka,sih  
sa,ya,ng).  Tujua,n-tujua,n  tersebut  tida,k  sela,ma,nya, da,pa,t  terwujud  
sesua,i  ha,ra,pa,n,  a,da,ka,la,nya,  da,la,m  kehidupa,n  ruma,h ta,ngga, terja,di   
sa,la,h   pa,ha,m,   perselisiha,n,   pertengka,ra,n,   ya,ng   berkepa,nja,nga,n 
sehingga,  memicu  putusnya,  hubunga,n  a,nta,ra,  sua,mi  istri.  Penipua,n  
ya,ng dila,kuka,n  sa,la,h  sa,tu  piha,k  sebelum  perka,wina,n  dila,ngsungka,n  
da,n  dikemudia,n ha,ri setela,h perka,wina,n dila,ngsungka,n diketa,hui oleh 
                                                          
  
6
A,hma,d A,zha,r Ba,syir, Hukum Perka,wina,n Isla,m,Yogya,ka,rta,: UI Pres, 2000, 
h. 86. 
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piha,k la,in da,pa,t dija,dika,n a,la,sa,n untuk menga,juka,n pemba,ta,la,n 
perka,wina,n. 
   Menurut Ima,m A,l-Gha,za,li tenta,ng fa,eda,h mela,ngsungka,n 
perka,wina,n, ma,ka, tujua,n perka,wina,n itu da,pa,t dikemba,ngka,n menja,di 
lima, ya,itu: 
1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
2) Memenuhi hajat manusia, untuk menyalurkan syahwatnya, dan 
menumpahkan kasih sayangnya,. 
3) Memenuhi panggilan agama,, memelihara, diri dari kejahatan dan 
kerusakan. 
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima, 
hak serta, kewajiban, juga, bersungguh-sungguh untuk memperoleh 
kekayaan yang halal. 
5) Membangun rumah tangga, untuk membentuk masyrakat yang 
tentram atas dasar cinta, kasih sayang.7 
Menurut Khoirul Abror, dalam bukunya, Hukum Perkawinan dan 
Perceraian tujuan perkawinan yang relevan dan disadarkan kepada, Al-
Quran yaitu:  
1) Bertujua,n untuk memba,ngun kelua,rga, sa,kina,h ya,ng berbunyi : 
 َلَعَجَو اَه ْ َيِلإ اوُنُكْسَِتل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِِوتَايآ ْنِمَو ْمُكَن ْ ي َب
 ًَةْحَْرَو ًةَّدَوَم  َنوُر َّكَف َت َي ٍمْوَِقل ٍتَايَلَ َكِل َٰذ فِ َّنِإ 
A,rtinya,: “Da,n di a,nta,ra, ta,nda,-ta,nda, kekua,sa,a,n-Nya, ia,la,h Dia, 
mencipta,ka,n untukmu isteri-isteri da,ri jenismu sendiri, 
supa,ya, ka,mu cenderung da,n mera,sa, tentera,m 
                                                          
 
7
Abdul Rahman Ghozali Fiqh Munakahat (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 58-59
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kepa,da,nya,  da,n dija,dika,n-Nya, dia,nta,ra,mu ra,sa, ka,sih 
da,n sa,ya,ng. Sesungguhnya, pa,da, ya,ng demikia,n itu 
bena,r-bena,r terda,pa,t ta,nda,-ta,nda, ba,gi ka,um ya,ng 
berfikir”.(Q. S. A,r rum: 21) 
 
 
2) Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia, 
(reproduksi) atau mendapatkan keturunan dan secara, tidak langsung 
sebagai jaminan eksistensi agama Islam8, sebagaimana, dalam Q.S. 
A,n-Nisa, ayat 4 ya,itu: 
اًئيِنَى ُهوُلُكَف اًسْف َن ُوْنِم ٍءْيَش ْنَع ْمُكَل َْبِْط ْنَِإف  ًةَلِْنِ َّنِِتَِاقُدَص َءاَسِّنلا اوُتآَو 
 اًئِيرَم 
A,rtinya, “Berika,nla,h ma,ska,win (ma,ha,r) kepa,da, wa,nita, (ya,ng 
ka,mu nika,hi) seba,ga,i pemberia,n denga,n penuh 
kerela,a,n. Kemudia,n jika, mereka, menyera,hka,n kepa,da, 
ka,mu seba,gia,n da,ri ma,ska,win itu denga,n sena,ng ha,ti, 
ma,ka, ma,ka,nla,h (a,mbilla,h) pemberia,n itu (seba,ga,i 
ma,ka,na,n) ya,ng seda,p la,gi ba,ik a,kiba,tnya,”(Q. S. A,n 
nisa,: 4) 
 
3) Bertujua,n iba,da,h, ha,l ini da,pa,t dipa,ha,mi da,la,m Q.S. a,z-Za,riya,t (51) 
a,ya,t 56 ya,itu : 
 ِنوُدُبْع َِيل َّلَِّإ َسْن ِْلْاَو َّنِْلْا ُتْقَلَخ اَمَو 
A,rtinya,: “Da,n a,ku tida,k mencipta,ka,n jin da,n ma,nusia, 
mela,inka,n supa,ya, mereka, menga,bdi kepa,da,-Ku”. (Q. S. 
A,z-Za,riya,t: 56.) 
 
Sebagaimana, sabda, Nabi Muhammad saw, yang berbicara, 
tentang tujuan perkawinan yang bertujuan untuk menata, subjek 
untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama,. Fungsi 
keluarga, menjadi pelaksana, pendidikan yang paling menentukan. 
Sebab keluarga, sala,h sa,tu dia,nta,ra, lemba,ga, pendidika,n forma,l, 
                                                          
 
8
Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat 
Penelitian dan Penerbit LP2M, 2015), h. 60.
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ibu-ba,pa,k la,h yang dikenal pertama, kali oleh putra,-putri nya, 
denga,n sega,la, perla,kua,n ya,ng diterima, da,n dira,sa,ka,n, da,pa,t 
menja,di da,sa,r pertumbuha,n/kepriba,dia,n sa,ng putra,-putri itu 
sendiri.9 
Tujua,n pernika,ha,n a,da,la,h menurut perinta,h A,lla,h untuk 
memperoleh keturura,n ya,ng sa,h da,la,m ma,sya,ra,ka,t, denga,n 
mendirika,n ruma,h ta,ngga, ya,ng da,ma,i da,n tera,tur. Sela,in itu 
a,da,pula, penda,pa,t ya,ng menga,ta,ka,n ba,hwa, tujua,n perka,wina,n 
da,la,m Isla,m sela,in untuk memenuhi kebutuha,n hidup ja,sma,ni da,n 
roha,ni ma,nusia,  juga, seka,ligus untuk membentuk kelua,rga, da,n 
memeliha,ra, serta, meneruska,n keturuna,n, a,ga,r tercipta, ketena,nga,n 
da,n ketentra,ma,n jiwa, ba,gi ya,ng bersa,ngkuta,n, ketentra,ma,n 
kelua,rga, da,n ma,sya,ra,ka,t.10 
A,da,pun hikma,h da,ri perka,wina,n merupa,ka,n sa,sa,ra,n uta,ma, 
da,ri disya,ri‟a,tka,nnya, perka,wina,n da,la,m Isla,m di a,nta,ra,nya, ia,la,h 
untuk membentengi ma,rta,ba,t ma,nusia, da,ri perbua,ta,n kotor da,n 
keji, ya,ng tela,h menurunka,n da,n menina,boboka,n ma,rta,ba,t 
ma,nusia, ya,ng luhur. Isla,m mema,nda,ng perka,wina,n da,n 
pembentuka,n kelua,rga, seba,ga,i sa,ra,na, efefktif untuk memeliha,ra 
,pemuda, da,n pemudi da,ri kerusa,ka,n, da,n melindungi ma,sya,ra,ka,t 
da,ri keka,ca,ua,n. Dia,nta,ra, a,ya,t ya,ng pa,ling membentengi a,la,s a,n 
tersebut ya,itu : 
                                                          
 
9Wagianto “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut‟ah dan siri dalam 
Perspektif Politik Hukum”,(Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas 
Dipononegoro, 2010), h. 117. 
 
10
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Ja,ka,rta, : Bumi A,ksa,ra, 2004), h. 26-27.
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 ْنَأ ِِوتَايآ ْنِمَو  ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيِلإ اوُنُكْسَِتل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ
 َنوُر َّكَف َت َي ٍمْوَِقل ٍتَايَلَ َكِل َٰذ فِ َّنِإ  ًَةْحَْرَو ًةَّدَوَم 
A,rtinya,: :“Da,n di a,nta,ra, ta,nda,-ta,nda, kekua,sa,a,n-Nya, ia,la,h 
Dia, mencipta,ka,n untukmu isteri-isteri da,ri jenismu 
sendiri, supa,ya, ka,mu cenderung da,n mera,sa, tentera,m 
kepa,da,nya,  da,n dija,dika,n-Nya, dia,nta,ra,mu ra,sa, ka,sih 
da,n sa,ya,ng. Sesungguhnya, pa,da, ya,ng demikia,n itu 
bena,r-bena,r terda,pa,t ta,nda,-ta,nda, ba,gi ka,um ya,ng 
berfikir.”(A,r-ruum: 21) 
 
Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup 
manusia, didunia, ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain 
juga, menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri 
serta, menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. 
Pernikahan juga, berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan 
perempuan berdasarkan pada, asas saling menolong dalam wilayah 
kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk 
mengerjakan tugas didalam rumah tangganya, seperti mengatur 
rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana, yang 
menyenangkan. Supaya, suami dapat mengerjakan kewajibannya, 
dengan baik untuk kepentingan dunia, dan akhirat. 
 A,da,pun hikma,h ya,ng la,in da,la,m pernika,ha,nnya, itu ya,itu : 
a) Ma,mpu menja,ga, kela,ngsunga,n hidup ma,nusia, denga,n ja,la,n 
berkemba,ng bia,k da,n berketuruna,n. 
b) Ma,mpu menja,ga, sua,mi istri terjerumus da,la,m perbua,ta,n nista, 
da,n ma,mpu mengeka,ng sya,hwa,t seta, mena,ha,n pa,nda,nga,n 
da,ri sesua,tu ya,ng diha,ra,mka,n. 
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c) Ma,mpu menena,ngka,n da,n menentra,mka,n jiwa, dena,gn ca,ra, 
duduk-duduk da,n bencrengkra,ma,h denga,n pa,ca,ra,nnya,. 
d) Ma,mpu membua,t wa,nita, mela,ksa,na,ka,n tuga,snya, sesua,i 
denga,n ta,bia,t kewa,nita,a,n ya,ng dicipta,ka,n.11 
3. Rukun Perkawinan  
Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau 
perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek 
hukum maupun peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum 
tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah tidaknya suatu perbuatan 
atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau 
perbuatan itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan atau peristiwa hukum 
tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum.” Demikian 
pula menurut ulama fiqh, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau 
batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum, 
dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu 
dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua 
rukunnya.12 
Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa rukun 
berasal dari bahasa Arab : rakana, yarkunu, ruknan, rukunan artinya tiang, 
sandaran atau unsur. 13 Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang 
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menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidak 
adanya perbuatan tersebut.14 
Ulama fi,qh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, yai,tu 
sebagi,an ulama berpandangan bahwa sesuatu i,tu merupakan rukun, tetapi, 
sebagian ulama lai,n berpendapat bahwa sesuatu  hal i,tu ti,dak di,masukkan 
sebagai, rukun, mi,sal dalam hal whudu. Hal-hal yang di,sepakati, sebagai, 
rukun adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai, si,ku, 
menyapu kepala, dan membasuh kaki, sampai, mata kaki,. Hal hal yang 
di,bedakan sebagai, rukun adalah (a) ni,at, menurut mazhab Hanafi,  ni,at 
ti,dak masuk kedalam rukun tetapi, termasuk syarat. Bagi, Jumhur ulama, 
ni,at adalah merupakan rukun;(b) terti,b, yai,tu mendahulukan sesuatu yang 
mesti, di,dahulukan baru melakukan sesuatu yang kemudi,an. Mazhab 
Hanafi, berpendapat bahwa terti,b buksn rukun, tetapi, sunnah mu‟akkad 
(sunnah yang di,penti,ngkan), sedangkan bagi, Mazhab Syafi,‟i, dan Mazhab 
Hanbali,  terti,b dalam whudu adalah rukun, berdasarkan Hadi,s Nabi, saw. 
Bahwa Nabi, Muhammad saw. Menyuruh memulai, dengan apa yang 
di,mulai, Allah swt.; (c) berturut turut, yai,tu ti,dak ada hal yang membatasi, 
antara rukun yang satu dengan rukun yang lai,nnya. Mazhab Hanafi, dan 
Mazhab Syafi,;i, berpendapat bahwa berturut turut adalah bukan rukun, 
sedangkan Mazhab Mali,ki, dan Mazhab Hanballi, berpendapat bahwa 
berturut turut adalah rukun; (d) menggosok-gosok anggota whudu dengan 
tangan, sesudah di,si,ram ai,r dan sebelum ai,r keri,ng dari, anggota whudu. 
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Menurut Jumhur ulama berpendapat adalah sunnah, sedangkan menurut 
mazhab Mali,ki, adalah rukun.15 
Menurut Pasal 14 KHI, rukun perkawi,nan terdi,ri, atas calon 
mempelai, lelaki,  calon mempelai, perempuan, wali, ni,kah, dua orang saksi, 
lelaki,  dan i,jab kabul. Ji,ka keli,ma unsur atau rukun perkawi,nan tersebut 
terpenuhi,  maka perkawi,nan adalah sah, tetapi, sebali,knya, ji,ka salah satu 
atau beberapa unsur atau rukun dari, keli,ma unsur atau rukun ti,dak 
terpenuhi,  maka perkawi,nan adalah ti,dak sah. 
Sebagai,mana telah di,ketahui,  bahwa perkawi,nan menurut pasak 1 
Undang-Undang Perkawi,nan adalah i,katan lahi,r bati,n antara seorang 
lelaki, dangan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang 
bahagi,a dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya 
perkawi,nan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawi,nan i,tu 
di,lakukan menurut hukum agama masi,ng masi,ng. Dengan demi,ki,an, 
maka sangat jelas bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawi,nan menempatkan hukum agama sebagai, hukum yang terpenti,ng 
untuk menentukan sah atau ti,dak sahnya perkawi,nan. 
Berdasarkan hadi,st Rasulullah saw. Dalam ki,tab al-Bahr dari, 
Nashi,r, Syafi,‟i, dan Zuhar, sebagai,mana di,kuti,p dalam ki,tab Nai,lul 
Authar ji,li,d 5, bahwa : 
“Seti,ap perni,kahan yang ti,dak di,hadi,ri, oleh empat (unsur), yai,tu 
mempelai, laki, laki,  „aqi,d yang mengakadkan, dan dua orang 
saksi,  maka perkawi,nan i,tu ti,dak sah.”16 
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Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut hukum Islam  adalah 
wajib dipenuhi oleh orang orang islam yang akan melangsungkan 
perkawinan. Dampak dari, sah tidak sahnya perkawinan adalah 
mempengaruhi, atau menentukan hukum, kekeluargaan lainnya, baik 
dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di,bidang hukum 
kewarisan. 
Salah satu contoh dampak sah atau tidak sahnya perkawinan 
adalah terhadap sah atau tidak sahnya hubungan hukum antara anak, yang 
dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan ibu dan ayahnya yang 
mempengaruhi hukum perkawinan maupum hukum kewarisan. Dalam 
perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut 
Hukum Agama sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan 
berakibat terhadap hubungan hukum antara anak yang dilahirkan hasil 
perkawinan yang sah dengan ibu  dan ayahnya adalah menjadi sah pula. 
a) Calon mempelai laki laki 
Calon mempelai laki laki harus dalam kondisi kerelaannya 
dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait 
dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam 
perkawinannya. Menurut hadist Rasulullah saw. Yang diriwayatlan 
oleh jamaah kecuali Buhkari, dari Ibnu Abbas ra. Bahwa 
Rasulullah saw. Bersabda :  
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 َلْوُسَر َاي :اْوُلَاق .َنَذْأَتْسُت َّتََّح ُرْكِبْلا ُحَكْن ُت َلََّو َرَمْأَتْسُت َّتََّح ُِّيَِّلأْا ُحَكْن ُت َلَّ
 َتُكْسَت ْنَأ :َلَاق ؟اَه ُنْذِإ َفْيََكو ،ِللها 
Artinya: “Jangan kamu menikahi seorang gadis sampai ia 
dinikahkan (oleh walinya) dan janganlah kamu 
menikahi seorang janda sampai mendapatkan ijinnya, 
mereka berkata: wahai Rasulullah bagaimana ijinnya 
? Rasul bersabda: “dia diam (diam adalah ijinnya)”. 
”17 
Meskipun asas kerelaan dan asas persetujuan dalam hadis 
itu mengenai perempuan, juga berlaku untuk calon mempelai laki 
laki. Asas kerelaan dan asas persetujuan serta asas kebebasan 
memilih pasangan untuk emlakukan perkawinan baik seorang laki 
laki dapat dilihat dari ketentuan hadis Rasulullah saw. Tentang 
peminangan. 
Dalam budaya Islam, biasanya yang melakukan pelamaran 
atau peminangan adalah pihak laki laki kepada pihak perempuan, 
sebagimana di riwayatkan Bukhari dari „Urwah, bahwa 
sesungguhnya Nabi saw. Meminang Aisyah melalui Abu Bakar, 
lalu Abu Bakar berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku adalah 
saudaramu. Lalu Nabi saw. Bersabda : “Engkau saudaraku dalam 
Agama Allah dan kitab- Nya, sedang ia (Aisyah) halal bagiku”.18 
Demikian pula dalam hadis lain diriwayatkan bahwa yang 
melakukan peminangan itu adalah pihak laki laki, antara lain 
dalam hadis yang melarang melakukan peminangan terhadap 
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perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Hadis 
diriwayatkan Ahmad dan Muslim dari „Uqbah bin Amir, bahwa 
sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda :  
 َلََّو ِوْيِخَأ ِعْي َب ىَلَع َعاَتْب َي ْنَأ ِنِمْؤُمِْلل ُّل َِيَ َلاَف ،ِنِمْؤُمْلا وُخَأ ُنِمْؤُمْلا
 َرَذَي َّتََّح ِوْيِخَأ ِةَبْطِخ ىَلَع ُبُطَْيَ 
Artinya: “Orang mukmin itu saudara yang mukmin yang lain, 
maka tidak halal bagi seorng mukmin membeli atas 
pembelian saudaranya dan tidak boleh ia meminang 
atas pinangan saudaranya, sehingga saudarnya itu 
meninggalkannya.”19 
Kedua hadist tersebut menunjukkan bahwa lelaki yang 
melakukan peminangan berarti ia rela, setuju,  dan bebas memilih 
pasangan perkawinannya, asalkan tidak melanggar ketentuan-
ketentuan peminangan sebagaimana hadist tersebut. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki 
laki yang tidak terikat dalam perkawinan, adalah (1) ia tidak 
melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan 
darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama; 
(2) mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua 
berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Perkawinan; (3) ia telah 
berumur 19 tahun. 
b) Calon mempelai perempuan 
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Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam Hadist 
Rasullulah Saw. Bahwa calon mempelai perempuan harus 
dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan 
akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas kebebasan memilih 
pasangan, serta asas kesukarelaan. 
Dalam hadist yang diriwayatkan jamaah kecuali Bukhari, 
dari Ibnu „Abbas, bahwa “Rasulullah saw. Bersabda :  
 ِبْلا ُحَكْن ُت َلََّو َرَمْأَتْسُت َّتََّح ُِّيَِّلأْا ُحَكْن ُت َلَّ َلْوُسَر َاي :اْوُلَاق .َنَذْأَتْسُت َّتََّح ُرْك
 َتُكْسَت ْنَأ :َلَاق ؟اَه ُنْذِإ َفْيََكو ،ِللها 
Artinya: “Jangan kamu menikahi seorang gadis sampai ia 
dinikahkan (oleh walinya) dan janganlah kamu 
menikahi seorang janda sampai mendapatkan ijinnya, 
mereka berkata: wahai Rasulullah bagaimana ijinnya ? 
Rasul bersabda: “dia diam (diam adalah ijinnya)”.  
Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa‟i, 
Muslim dan Abu Daud :  
 ،ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف اَه ِّ ِيلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍَةَأرْما َا ُّيُّأ ،ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف
 ِنَِإف ،اَهِجْر َف ْنِم َّلَحَتْسا َابِ ُرْهَمْلا اَهَل َف َاِبِ َلَخَد ْنَِإف ،ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف
.َُول َّلَِو َلَّ ْنَم ُّلَِو ُنَاطْل ُّسلَاف اْوُرَجَتْشا 
Artinya: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, 
maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya 
bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang 
menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan 
mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika 
mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah 
wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”20 
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Selain itu, syarat usia minimal calon mempelai perempuan 
harus sudah berumur 16 tahun, juga layak dipenuhi, karena jika 
calon mempelai perempuan tersebut ditentukan kebih dari 16 tahun 
akan membawa ke-mudaratan, berhubung saat ini banyak hal dan 
kondisi yang menjerumuskan seorang gadis dan bujang berbuat 
maksiat, hubungan seksual di luar perkawinan, misalnya 
disebabkan adanya jaringan internet facebook yang telah banyak 
menelan korban keimanan dan kegadisan seorang dara.21 
c) Wali nikah 
Ketentuan-ketentuan hadist Rsaulullah saw. Tentang 
kedudukan wali nikah merupakan dasar hukum yang sangat 
penting dalam status hukum perkawinan. Menurut hadist Nabi 
Muhammad saw. yang diriwayatkan Imam yang lima dari Abu 
Musa ra. dari Nabi saw., bahwa “beliau bersabda ;  
 يلَِوِب َّلَِّإ َحاَكِن َلَّ 
Artinya:  “Tidak nikah melainkan dengan (adanya) wali.”22 
Hadist lain yang menetukan kedudukan wali sangatlah 
penting dalam perkawinan adalah hadist yang diriwayatkan Imam 
yang lima kecuali Nasa‟i dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari 
Urwah dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda 
bahwa: 
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 ،ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف ،ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف اَه ِّ ِيلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍَةَأرْما َا ُّيُّأ
 َف ِنَِإف ،اَهِجْر َف ْنِم َّلَحَتْسا َابِ ُرْهَمْلا اَهَل َف َاِبِ َلَخَد ْنَِإف ،ٌلِطَاب اَهُحاَكِن
.َُول َّلَِو َلَّ ْنَم ُّلَِو ُنَاطْل ُّسلَاف اْوُرَجَتْشا 
Artinya: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin 
walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), 
pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika 
seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak 
mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan 
kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan 
(penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak 
mempunyai wali.”23 
Dalam hadist yang diriwayatkan ibn Majah dan Daruquthni 
dari Abu Hurairah ra., ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda:  
 ُجِّوَز ُت ِْتَِّلا َيِى َةَِيناَّزلا َّنَِإف ،اَهَسْف َن َُةأْرَمْلا ُجِّوَز ُت َلََّو ،ََةأْرَمْلا َُةأْرَمْلا ُجِّوَز ُت َلَّ
.اَهَسْف َن 
Artinya: “Hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan 
dan hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya 
sendiri, karena perempuan pezina itu ialah yang 
menikahkan dirinya sendiri.24” 
Dengan demikian, sangat jelas bahwa pernikahan yang 
dinikahkan oleh wali perempuan adalah dilarang. Oleh karena itu, 
pendapat yang mendudukkan perempuan dapat berkedudukan 
sebagai wali nikah ataupun perempuan dapat berkedudukan 
sebagai wali nikah ataupun perempuan dapat menikahkan dirinya 
sendiri adalah dilarang menurut hadist tersebut. 
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Pendapat lain, menurut Ibnu Mundzir sebagaimana yang 
dikutip dalam kitab Nailul Authar, dikemukakan oleh Abu Hanifah 
yang berpandangan bahwa wali nikah bukan merupakan keharusan 
secara mutlak (rukun) dalam perkawinan, sebab ada hadist yang 
mengemukakan bahwa: 
 اَه ُنْذِإَو اَهِسْف َن فِ اَىْو َُبأ اَه ُنِذْأَتْسَي ُرْكِبْلاَو ،اَه ِّ ِيلَو ْنِم اَهِسْف َِنب ُّقَحَأ ُبِّيَّ ثلا
اَه ُتاَمُص 
Artinya: “Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri 
dari pada walinya.”25 
Syarih Rahimahullah mengemukakan pendapat Ibnu 
Mundzir, bahwa yang dimaksud oleh hadist tersebut adalah tentang 
“Hak kerelaan perempuan janda itu”.26 
d) Saksi nikah 
Dasar hukum tentang saksi-saksi nikah ditentukan dalam 
hadis hadis Rasulullah saw. yang menentukan bahwa saksi 
merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksaan 
akad perkawinan berlangsung. 
Hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad bin 
Hanbal dari Imran bin Hushain dari Nabi Muhammad saw., bahwa: 
 ٍلْدَع ىَدِىاَشَو يلَِوِب َّلَِّإ َحاَكِن َلَّ 
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Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua 
orang saksi yang adil.”27 
Dalam hadist tersebut ditentukan bahwa setiap perkawinan 
wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. 
Hadist berikunya yang menentukan saksi sebagai rukun 
yang wajib dipenuhi adalah hadist yang diriwayatkan Daruquthni 
dari Aisyah radiallahu „anha, bahwa “Tidak ada nikah kecuali 
dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Kemudian jika mereka 
berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi mereka yang 
tidak ada walinya.”28 
Demikian pula pendapat Imam malik berdasarkan hadist-
hadist dari Abi Zubair Al-Maliki, bahwasesungguhnya kepada 
Umar bin Khattab pernah diajukan perkara mengenai perkawinan 
yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi lelaki, tetapi hanya 
disaksikan oleh seorang seorang saksi lelaki dan seorang saksi 
perempuan, maka Umar menjawab, bahwa: 
“Ini perkawinan sirri, aku tidak memperkenankannya, dan 
 kalau engkau melakukannya tentu ku-rajam.”29  
Hadist umar bin Khattab tersebut menunjukkan bahwa 
perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun 
perkawinan. 
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Mengenai saksi nikah sebagai rukun nikah menentukan 
sahnya atau tidak sahnya perkawinan, menurut Sharih rahimahullah, 
adalahh berdasarkan hadis-hadis tersebut.30 Menurut Tarmizi, salah 
seorang ahli hadist dari enam ahli hadis yang terkenal, 
mengemukakan bahwa saksi nikah itu berdasarkan hadis- hadis 
Rasulullah saw. adalah bersumber dari ulama pada masa sahabat-
sahabt Rasulullah saw. dan pada periode berikutnya dari para 
tabi‟in dan lain-lainnya, bahwa: 
 يلَِوِب َّلَِّإ َحاَكِن َلَّ 
Artinya: “tidak ada nikah tanpa adanya saksi.”31 
Pada masa ulama muta‟akhkhirin, menurut Sahrih 
rahimahullah, muncul perbedaan pendapat mengenai perkawinan 
yang disaksikan “seorang saksi lelaki”, baru kemuidian “muncullah 
(datang) seorang saksi lelaki lainnya” sesudah akad nikah 
berlangsung. Sebagian ulama Kuffah berpendapat bahwa: 
“Tidak sah nikah, sehingga nikah itu disaksikan oleh dua 
orang saksi (lelaki) secara bersamaan pada waktu akad 
nikah berlangsung.”32 
Sharih rahimahullahh juga mengemukakan bahwa pendapat 
ulama Madinah, bahwa ketika akad nikah berlangsung dapat 
disaksikan oleh seorang saksi lelaki, kemudian seorang saksi lelaki 
lainnya datang  kemudian, asalkan akad nikah itu diumumkan 
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sebelumnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq, 
bahwa perkawinan dapat disaksikan oleh seorang lelaki dan dua 
orang saksi perempuan. Demikian la pendapat Tarmizi. 
Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat, sebagaimana 
dikemukakan oleh Sharih rahimahullah, bahwa: 
1) Perkawinan yang diumumkan (dihadiri oleh orang banyak) 
adalah tidak diragukan keabsahannya. Akan tetapi, 
2)  Perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi lelaki, tetapi 
disembunyikan masih dipermasalahkan kedudukan hukumnya. 
3)  Perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi lelaki 
kemudian juga diumumkan, maka keabsahan hukum  tidak 
diperselisihkan, namun 
4) Jika perkawinan itu disembunyikan dan tanpa saksi, maka 
perkawinan itu adalah batal.33 
Imam Syafi‟i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali, berpendapat 
bahwa perkawinan itu tidak sah jika tanpa saksi. Imam Hanafi 
berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa 
disyaratkan harus adil, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi 
perempuan, sedangkan saksi nikah yang hanya terdiri atas perempuan 
saja adalah tidak sah.34 Sedangkan Imam Syafi‟i dan Imam Hanbali 
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berpendapat bahwa perkawinan itu harus  dilakukan dengan dua orang 
saksi laki-laki muslim dan adil.35 
e) Ijab dan Kabul  
  Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa 
apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang 
bersangkutan san dapat dipahami oleh para pihak dan saksi.36 
Qabul  diucapkan oleh calon mempelai lelaki secara 
pribadi. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, ucapan Qabul nikah  
dapat diwakilkan kepada lelaki lain, dengan ketentuan bahwa calon 
mempelai lelaki bersangkutan memberi memberi kuasa yang jelas 
dan tertulis, bahwa penerimaan wakil atas akad nikah (kabul) itu 
adalah untuk mempelai lelaki. Hal ini ditentukan dalam Pasal 29 
KHI. 
4. Syarat perkawinan 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun 
perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat 
perkawinan mengikuti rukun rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil 
Rahman.37 
a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 
1) Beragama Islam. 
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2) Laki-laki. 
3) Jelas orangnya. 
4) Dapat memberikan persetujuan. 
5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 
b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
1) Beragama, meskiun Yahudi dan Nasrani. 
2) Perempuan. 
3) Jelas orangnya. 
4) Dapat dimintai persetujuannya. 
5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 
c) Wali nikah, syarat-syaratnya: 
1) Laki-laki 
2) Dewasa. 
3) Mempeunyai hak perwalian 
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 
d) Saksi nikah, syarat-syaratnya: 
1) Minimal dua orang laki-laki. 
2) Menyaksikan dalam ijab qabul. 
3) Dapat mengerti maksud akad. 
4) Islam. 
5) Dewasa. 
e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. 
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3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah 
atau tajwij. 
4) Antara ijab dan qabul bersambungan. 
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 
6) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/umrah. 
7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, 
yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai 
wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. 
Undang undang perkawinan mengatur tentang syarat-syarat 
perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut : 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua. 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya maka izinnya dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinnya 
dipereoleh dari wali, orang yang memelihara atau kekeluarga 
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yang mempunyai hubungan darah segaris keturunan garis lurus 
ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya. 
5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang 
atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 
maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang 
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 
tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar 
orang-orang tersebut dalamm ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. 
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain.38 
5. Perkawinan  Beda Agama  
Perkawinan beda agama pada dewasa ini bukan permasalahan yang 
baru muncul di permukaan, akan tetapi perkawinan beda agama ini sudah 
lama di permasalahankan dan bahkan perkara ini belum diundangkan dalam 
hukum positif Indonesia, dalam artian perkawinan beda agama secara hukum 
positif belum diatur dalam konstitusi Indonesia. 
Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Musyrik mutlak 
mayoritas ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa hukumnya 
adalah haram, dan sama halnya perkawinan beda agama antara laki-laki non 
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muslim dengan wanita muslimah, namun permasalahan yang timbul 
dikalangan fuqaha adalah perkawinan beda agama antara laki-laki muslim 
dengan wanita ahl kitab.  
Mengena,i pernika,ha,n la,ki-la,ki Muslim denga,n Wa,nita, A,hli Kita,b 
a,da,la,h ya,ng kontroversia,l dika,la,nga,n pa,ra, fuqa,ha, seja,k za,ma,n Sa,ha,ba,t. 
Pa,da, prinsipnya,   
a) Menurut fuqa,ha, kla,sik 
  Seora,ng la,ki-la,ki Muslim dila,ra,ng menika,h denga,n wa,nita, 
non Muslim kecua,li wa,nita, A,hli Kita,b seperti ya,ng disebut da,la,m 
sura,t A,l Ma,ida,h a,ya,t 5: 
 ٌّلِح ْمُكُماََعطَو ْمُكَل ٌّلِح َباَتِكْلا اوُتُوأ َنيِذَّلا ُماََعطَو ُتاَبِّيَّطلا ُمُكَل َّلِحُأ َمْو َيْلا
 ْنِم َباَتِكْلا اوُتُوأ َنيِذَّلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو ِتاَنِمْؤُمْلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلا ُْمَلَ
 ْمُكِلْب َق   ٍناَدْخَأ يِذِخَّتُم َلََّو َیِحِفاَسُم َر ْ يَغ َیِنِصُْمُ َّنُىَروُجُأ َّنُىوُمُتْي َتآ اَذِإ
 َنِيرِسَاْلْا َنِم ِةَرِخْلَا فِ َوُىَو ُوُلَمَع َطِبَح ْدَق َف ِنَايُّ ِْلِْاب ْرُفْكَي ْنَمَو 
A,rtinya,: “Pa,da, ha,ri ini diha,la,lka,n ba,gimu ya,ng ba,ik-ba,ik. 
Ma,ka,na,n (sembeliha,n)  ora,ng-ora,ng ya,ng diberi A,l Kita,b 
itu ha,la,l ba,gimu, da,n ma,ka,na,n ka,mu ha,la,l (pula,) ba,gi 
mereka,. (Da,n diha,la,lka,n ma,nga,wini) wa,nita, ya,ng 
menja,ga, kehorma,ta,n dia,nta,ra, wa,nita,-wa,nita, ya,ng 
berima,n da,n wa,nita,-wa,nita, ya,ng menja,ga, kehorma,ta,n di 
a,nta,ra, ora,ng-ora,ng ya,ng diberi A,l Kita,b sebelum ka,mu, 
bila, ka,mu tela,h memba,ya,r ma,s ka,win mereka, denga,n 
ma,ksud menika,hinya,  tida,k denga,n ma,ksud berzina, da,n 
tida,k (pula,) menja,dika,nnya, gundik-gundik. Ba,ra,ngsia,pa, 
ya,ng ka,fir sesuda,h berima,n (tida,k menerima, hukum-
hukum Isla,m) ma,ka, ha,pusla,h a,ma,la,nnya, da,n ia, di ha,ri 
kia,ma,t terma,suk ora,ng-ora,ng merugi.(Q.S. A,l Ma,ida,h: 5) 
 
Ibnul Mundzir berpendapat bahwa tida,kla,h bena,r ba,hwa, a,da, 
ya,ng mela,ra,ng seora,ng sa,ha,ba,t ya,ng mengha,ra,mka,n ka,win denga,n 
perempua,n a,hli kita,b. Kawin dengan perempuan ahli kitab sekalipun 
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boleh ta,pi hukumnya, ma,kruh. Ka,rena, a,da,nya, ra,sa, tida,k a,ma,n da,ri 
ga,nggua,n-ga,nggua,n kea,ga,ma,a,n ba,gi sua,minya, a,ta,u bisa, sa,ja, ia, 
menjadi alat golongan agamanya,. Jika,perempuannya, dari golongan 
ahli kitab yang bermusuhan dengan kita, (harbi), maka, dianggap lebih 
ma,kruh la,gi seba,b bera,rti a,ka,n memperba,nya,k jumla,h ora,ng ya,ng 
menja,di musuh kita,.39 
Da,la,m salah satu riwayat ha,dist juga, disebutka,n: Da,ri Ibnu 
Uma,r, ba,hwa, perna,h ia, dita,nya, ora,ng tenta,ng seorang la,ki-la,ki ya,ng 
menikahi seorang perempua,n Na,sra,ni a,ta,u Ya,hudi. Ja,wa,bnya,: “A,lla,h 
mengha,ra,mka,n ora,ng-ora,ng mukmin ka,win denga,n wa,nita, musyrik. 
Seda,ngka,n menurut sa,ya, tida,k a,da, perbua,ta,n musyrik ya,ng lebih 
besa,r da,ripa,da, perempua,n ya,ng menga,ta,ka,n, Isa, seba,ga,i Tuha,n”.40 
Golongan Hanafi berpendapat setiap orang yang memeluk 
agama, dan mempunyai Kitab Suci seperti kitab suci Daud yang 
bernama, Zabur, maka, halal kawin dengan mereka, dan memakan 
sembelihan mereka, selama, mereka, tidak berbuat syirik.41 Jadi 
mereka, sama, dengan golongan Yahudi dan Nasrani.  
Sebagian dari fuqaha, memliki pendapatan bahwa, menikahi 
wanita, non muslim haram hukumnya,. Golonga,n Sya,fi‟i da,n 
seba,gia,n golonga,n Ha,mba,li berpenda,pa,t ba,gi kita, ka,um Muslimin 
tida,k ha,la,l ka,win denga,n perempua,n mereka, da,n mema,ka,n 
sembeliha,n mereka,. Di sa,mping itu kita,b-kita,b da,ri uma,t sebelum 
ka,um Ya,hudi da,n Na,sra,ni isinya, sekeda,r na,seha,t da,n perumpa,ma,a,n, 
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da,n sa,ma, seka,li tida,k berisi ma,sa,la,h hukum. Oleh ka,rena, itu tida,kla,h 
kita,b-kita,b suci dia,ta,s da,pa,t disebut seba,ga,i kita,b-kita,b suci ya,ng 
berisi sya,ri‟a,t. 
Pa,ra, ula,ma, pun juga, tela,h sepa,ka,t ba,hwa, ora,ng Isla,m tida,k 
boleh menga,wini wa,nita,-wa,nita, Musyrik, wa,nita, A,theis, da,n wa,nita, 
Murta,d ta,npa, a,da,nya, pengecua,lia,n. A,da,pun di sini penda,pa,t da,ri 
pa,ra, ula,ma, mengena,i a,da,nya, Perka,wina,n Beda, A,ga,ma, tersebut 
a,da,la,h dimula,i da,ri penda,pa,t Ma,ududi ia, menera,ngka,n ba,hwa, Ima,m 
A,bu a,l-A,‟la, a,l-Ma,ududi menya,ta,ka,n ka,win denga,n wa,nita, 
Kita,biya,h, ka,la,upun diperbolehka,n ba,gi la,ki-la,ki, itu pun ma,kruh 
hukumnya,. Di sa,na, a,da, seba,gia,n ula,ma, ya,ng mengha,ra,mka,n ha,l 
tersebut. Hukum ya,ng tela,h disepa,ka,ti bersa,ma, a,da,la,h tida,k bolehnya, 
wa,nita, Muslima,h ka,win denga,n la,ki-la,ki non Muslim.42 
A,da,pun penda,pa,t Sa,yyid Qutb di sini menjela,ska,n ba,hwa, 
da,la,m perka,wina,n, keperca,ya,a,n a,ga,ma, merupa,ka,n sua,tu la,nda,sa,n 
ya,ng mengisi setia,p jiwa,  mempenga,ruhi, mengga,mba,rka,n 
pera,sa,a,nnya,  memba,ta,si semua, penga,ruh jiwa, da,n kehenda,knya, serta, 
menentuka,n ja,la,n kehidupa,n ya,ng ba,ka,l ditempuhnya,. Ha,l ya,ng 
demikia,n itu ma,sih ba,nya,k ma,sya,ra,ka,t ya,ng terkecoh da,la,m ma,sa,la,h 
keperca,ya,a,n a,ga,ma, sehingga, mereka, menduga, ba,hwa, ma,sa,la,h 
a,kida,h (keperca,ya,a,n a,ga,ma,) ini ha,nya,la,h pera,sa,a,n ya,ng a,da, da,la,m 
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jiwa, da,n da,pa,t diga,nti denga,n bebera,pa, filsa,fa,t a,ta,upun bebera,pa, 
a,lira,n sosia,l.43 
A,da,pun penda,pa,t pa,ra, jumhur ula,ma, ya,ng la,in menjela,ska,n 
ba,hwa, wa,nita, kita,biya,h ya,ng memperca,ya,i trinita,s, terma,suk da,la,m 
ka,tegori a,hlul kita,b ya,ng disebutka,n da,la,m a,ya,t tersebut. A,ka,n teta,pi 
menurut pa,ra, jumhur ula,ma, tersebut da,la,m ha,l ini lebih cenderung 
untuk mengikuti penda,pa,t ya,ng mengha,ra,mka,nnya, menika,hi wa,nita, 
Kita,biya,h ya,ng memiliki a,kida,h trinita,s ta,di.44 
Sela,in itu seora,ng sua,mi Ka,fir tida,k ma,u ta,hu a,ka,n a,ga,ma, 
isterinya, ya,ng Muslim ba,hka,n ia, mendusta,ka,n kita,b sucinya, da,n 
mengingka,ri a,ja,ra,n Na,binya,. Di sa,mping itu da,la,m ruma,h ya,ng 
terda,pa,t perbeda,a,n pa,ha,m begitu ja,uh da,n keya,kina,n begitu prinsip, 
ma,ka, ruma,h ta,ngga,nya, tida,k a,ka,n da,pa,t tega,k denga,n ba,ik da,n 
berja,la,n la,nggeng.45 
Akan tetapi hal ini akan berbeda, jika, laki-laki Muslim kawin 
dengan perempuan ahli kitab, sebab ia, mau tahu agama, isterinya,, 
dan menganggap bahwa, percaya, kepada, Kitab Suci dan nabi-nabi 
agama, isterinya, sebagai bagian daripada, rukun iman. Di mana, 
keimanan Islamnya, ini tidak akan sempurna, kalau tidak mempercayai 
kitab dan para, nabi ahli kitab.46 
Tenta,ng dibolehka,nnya, pernika,ha,n denga,n non Muslim, 
terda,pa,t pa,ra, sa,ha,ba,t Na,bi ya,ng menika,hi perempua,n Kristen da,n 
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Ya,hudi, a,nta,ra, la,in: Hudza,yfa,h, Tha,lha,h. Kha,lifa,h Uma,r sempa,t 
bera,ng da,n ma,ra,h ta,tka,la, mendenga,r ka,ba,r pernika,ha,n tersebut. 
Sika,p Uma,r ya,ng seperti itu sebena,rnya, buka,n untuk mengha,ra,mka,n 
pernika,ha,n mereka,  mela,inka,n ha,nya, kha,wa,tir. Ba,ra,ngka,li Uma,r 
kha,wa,tir a,pa,bila, sewa,ktu-wa,ktu pa,ra, sa,ha,ba,t membelot da,n ma,suk 
da,la,m komunita,s non-Muslim. Hudza,yfa,h da,n Tha,lha,h merupa,ka,n 
kedua, tokoh ya,ng menonjol pa,da, za,ma,nnya,  sehingga, wa,ja,r bila, 
Uma,r menginga,tka,n mereka, berdua,.47 
Ima,m Sya,fi‟i mema,ha,mi istila,h A,hli kita,b seba,ga,i ora,ng-
ora,ng Ya,hudi da,n Na,sra,ni keturuna,n ora,ng-ora,ng Isra,el, tida,k 
terma,suk ba,ngsa,-ba,ngsa, la,in ya,ng memeluk a,ga,ma, Ya,hudi da,n 
Na,sra,ni. Alasan beliau diantaranya, bahwa, Nabi Musa, dan Isa,, 
ha,nya, diutus kepa,da, mereka, buka,n kepa,da, ba,ngsa, lain (juga, adanya, 
redaksi min qa,blikum (sebelum ka,mu) pa,da, a,ya,t ya,ng 
memperbolehka,n perka,wina,n itu). Penda,pa,t ima,m Sya,fi‟i ini berbeda, 
denga,n penda,pa,t Ima,m A,bu Ha,nifa,h da,n ma,yorita,s pa,ka,r-pa,ka,r 
hukum ya,ng menya,ta,ka,n ba,hwa, sia,pa,pun ya,ng memperca,ya,i  sa,la,h 
seora,ng na,bi, a,ta,u kita,b ya,ng perna,h diturunka,n A,lla,h, ma,ka, ia, 
terma,suk A,hli kitab, tidak terbatas pada, kelompok penganut agama, 
Yahudi dan Nasrani.48 
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b) Menurut fuqa,ha, kontemporer 
Perkawinan beda agama ditinjau dari ulama kontemporer 
berarti menjelaskan tentang pandangan fuqaha  dijaman sekarang 
mengenai perkawinan beda agama. Salah satunya adalah Quraish 
Shihab melarang atas perkawina,n tersebut, a,da,pun da,sa,r hukumnya, 
ya,ng diguna,ka,n untuk ber-istimba,th a,ta,s perma,sa,la,ha,n itu terda,pa,t 
da,la,m sura,t a,l-Ba,qa,ra,h (2):221: 
 ْوَلَو ٍةَِكرْشُم ْنِم ٌر ْ يَخ ٌةَنِمْؤُم ٌةَمََلأَو َّنِمْؤ ُي ٰ َّتََّح ِتاَِكرْشُمْلا اوُحِكْن َت َلََّو
 ْوَلَو ٍِكرْشُم ْنِم ٌر ْ يَخ ٌنِمْؤُم ٌدْبَعَلَو اوُنِمْؤ ُي ٰ َّتََّح َیِِكرْشُمْلا اوُحِكْن ُت َلََّو ْمُكْتَبَجَْعأ
 َكِئَٰلُوأ ْمُكَبَجَْعأ ُ ِّی َب ُيَو ِِونْذِِإب ِةَرِفْغَمْلاَو ِةََّنْلْا َلَِإ وُعْدَي ُوَّللاَو ِراَّنلا َلَِإ َنوُعْدَي
 َنوُر ََّكذَت َي ْمُهَّلَعَل ِساَّنِلل ِِوتَايآ 
A,rtinya,:  “Da,n ja,nga,nla,h ka,mu menika,hi wa,nita,-wa,nita, musyrik, 
sebelum mereka, berima,n. Sesungguhnya, wa,nita, buda,k 
ya,ng mukmin lebih ba,ik da,ri wa,nita, musyrik, wa,la,upun 
dia, mena,rik ha,timu. Da,n ja,nga,nla,h ka,mu menika,hka,n 
ora,ng-ora,ng musyrik (denga,n wa,nita,-wa,nita, mukmin) 
sebelum mereka, berima,n. Sesungguhnya, buda,k ya,ng 
mukmin lebih ba,ik da,ri ora,ng musyrik, wa,la,upun dia, 
mena,rik ha,timu. Mereka, menga,ja,k ke nera,ka,  seda,ng 
A,lla,h menga,ja,k ke surga, da,n a,mpuna,n denga,n izin-
Nya,. Da,n A,lla,h menera,ngka,n a,ya,t-a,ya,t-Nya, (perinta,h-
perinta,h-Nya,) kepa,da, ma,nusia, supa,ya, mereka, 
menga,mbil pela,ja,ra,n.”(Q. S. A,l-ba,qa,ra,h: 221) 
 
Pa,nda,nga,n serta, pemikira,n Qura,ish Shiha,b mengena,i a,ya,t 
tersebut ba,hwa, a,pa,bila, la,ki-la,ki Muslim menga,wini seora,ng wa,nita, 
A,hl Kita,b ma,sih diperbolehka,n a,ta,u da,la,m ka,ida,h hukum Isla,m 
dika,tegorika,n seba,ga,i muba,h. Da,la,m ha,l ini Qura,ish Shiha,b 
berla,nda,ska,n kepa,da, QS. A,l-ma,ida,h (5) :5: 
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 ُتاَبِّيَّطلا ُمُكَل َّلِحُأ َمْو َيْلاُ ۖ  ْمُكَل ٌّلِح َباَتِكْلا اوُتُوأ َنيِذَّلا ُماََعطَو ْمُكُماََعطَو
 ُْمَلَ ٌّلِحُ ۖ  اوُتُوأ َنيِذَّلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو ِتاَنِمْؤُمْلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو
 َلََّو َیِحِفاَسُم َر ْ يَغ َیِنِصُْمُ َّنُىَروُجُأ َّنُىوُمُتْي َتآ اَذِإ ْمُكِلْب َق ْنِم َباَتِكْلا
 ٍناَدْخَأ يِذِخَّتُمُ ۖ َايُّ ِْلِْاب ْرُفْكَي ْنَمَو َنِم َِةرِخْلَا فِ َوُىَو ُوُلَمَع َطِبَح ْدَق َف ِن
 َنِيرِسَاْلْا 
 
A,rtinya,:  “Pa,da, ha,ri ini diha,la,lka,n ba,gimu ya,ng ba,ik-ba,ik. 
Ma,ka,na,n (sembeliha,n) ora,ng-ora,ng ya,ng diberi a,l- Kita,b 
itu ha,la,l ba,gimu, da,n ma,ka,na,n ka,mu ha,la,l (pula,) ba,gi 
mereka,. (Da,n diha,la,lka,n ma,nga,wini) wa,nita, ya,ng 
menja,ga, kehorma,ta,n dia,nta,ra, wa,nita,-wa,nita, ya,ng 
berima,n da,n wa,nita,-wa,nita, ya,ng menja,ga, kehorma,ta,n di 
a,nta,ra, ora,ng-ora,ng ya,ng diberi A,l Kita,b sebelum ka,mu, 
bila, ka,mu tela,h memba,ya,r ma,s ka,win mereka, denga,n 
ma,ksud menika,hinya,  tida,k denga,n ma,ksud berzina, da,n 
tida,k (pula,) menja,dika,nnya, gundik-gundik. Ba,ra,ngsia,pa, 
ya,ng ka,fir sesuda,h berima,n (tida,k menerima, hukum-
hukum Isla,m) ma,ka, ha,pusla,h a,ma,la,nnya, da,n ia, di ha,ri 
kia,ma,t terma,suk ora,ng-ora,ng merugi.”(Q.S. a,l-Ma,ida,h: 
5). 
 
Pa,da, da,sa,rnya, da,la,m QS.A,l-ma,ida,h (5):5 memberika,n 
pa,toka,n ba,hwa, a,da,nya, keboleha,n untuk mela,ksa,na,ka,n perka,wina,n 
a,nta,ra, pria, Muslim denga,n wa,nita, A,hl a,l-Khita,b, Na,mun  demikia,n 
seka,lipun  pria, Muslim diperbolehka,n untuk menga,wini denga,n 
wa,nita, A,hl-Kita,b ha,l ini tida,k berla,ku untuk seba,liknya,   ya,itu Pria, 
A,hl-Kita,b diperbolehka,n menika,h denga,n wa,nita, Muslima,h, 
seba,ga,ima,na, firma,n A,lla,h da,la,m QS. Mumta,ha,na,h a,ya,t 10 ya,ng 
mela,ra,ng perka,wina,n a,nta,ra, wa,nita, Muslima,h denga,n pria, ka,fir 
(ba,ik golonga,n  a,hl-Kita,b ma,upun Musyrik) 49 ya,ng a,rtinya,: 
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 اَهُّ َيأ َاي ُمَلَْعأ ُوَّللا َّنُىوُنِحَتْمَاف ٍتَارِجاَهُم ُتاَنِمْؤُمْلا ُمَُكءاَج اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا
 ُْمَلَ ٌّلِح َّنُى َلَّ ِرا َّفُكْلا َلَِإ َّنُىوُعِجْر َت َلاَف ٍتاَنِمْؤُم َّنُىوُمُتْمِلَع ْنَِإف َّنِِنَِايُِِّإب
 اَم ْمُىوُتآَو َُّنَلَ َنوُّل َِيَ ْمُى َلََّو اَذِإ َّنُىوُحِكْن َت ْنَأ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلََّو اْوُقَف َْنأ
 اَم اوَُلأْسَيْلَو ْمُتْقَف َْنأ اَم اوَُلأْساَو ِرِفاَوَكْلا ِمَصِعِب اوُكِسُْتُ َلََّو َّنُىَروُجُأ َّنُىوُمُتْي َتآ
 ِكَح ٌميِلَع ُوَّللاَو ْمُكَن ْ ي َب ُمُكَْيَ ِوَّللا ُمْكُح ْمُكِل َٰذ اوُقَف َْنأ ٌمي 
A,rtinya,: “Ha,i ora,ng-ora,ng ya,ng berima,n, a,pa,bila, da,ta,ng 
berhijra,h kepa,da,mu perempua,n-perempua,n ya,ng 
berima,n, ma,ka, henda,kla,h ka,mu uji (keima,na,n) mereka,. 
A,lla,h lebih mengeta,hui tenta,ng keima,na,n mereka,; ma,ka, 
jika, ka,mu tela,h mengeta,hui ba,hwa, mereka, (bena,r-
bena,r) berima,n ma,ka, ja,nga,nla,h ka,mu kemba,lika,n 
mereka, kepa,da, (sua,mi-sua,mi mereka,) ora,ng-ora,ng 
ka,fir. Mereka, tia,da, ha,la,l ba,gi ora,ng-ora,ng ka,fir itu da,n 
ora,ng-ora,ng ka,fir itu tia,da, ha,la,l pula, ba,gi mereka,. Da,n 
berika,nla,h kepa,da, (sua,mi sua,mi) mereka,  ma,ha,r ya,ng 
tela,h mereka, ba,ya,r. Da,n tia,da, dosa, a,ta,smu menga,wini 
mereka, a,pa,bila, ka,mu ba,ya,r kepa,da, mereka, ma,ha,rnya,. 
Da,n ja,nga,nla,h ka,mu teta,p berpega,ng pa,da, ta,li 
(perka,wina,n) denga,n perempua,n-perempua,n ka,fir; da,n 
henda,kla,h ka,mu minta, ma,ha,r ya,ng tela,h ka,mu ba,ya,r; 
da,n henda,kla,h mereka, meminta, ma,ha,r ya,ng tela,h 
mereka, ba,ya,r. Demikia,nla,h hukum A,lla,h ya,ng 
diteta,pka,n-Nya, di a,nta,ra, ka,mu. Da,n A,lla,h Ma,ha, 
Mengeta,hui la,gi Ma,ha, Bija,ksa,na,.”(Q. S. A,l-
Mumta,ha,na,h: 10). 
 
Sela,in itu QS. A,l-Ba,qa,ra,h a,ya,t 221 juga, menega,ska,n seca,ra, 
jela,s la,ra,nga,n pa,ra, wa,li untuk menika,hka,n wa,nita, Muslima,h denga,n 
la,ki-la,ki Musyrik ya,ng a,rtinya,: 
 َّنِمْؤ ُي ٰ َّتََّح ِتاَِكرْشُمْلا اوُحِكْن َت َلََّو 
A,rtinya,: “Ja,nga,nla,h ka,mu menika,hka,n ora,ng-ora,ng musyrik 
pria, denga,n (wa,nita,-wa,nita, muslima,h) sa,mpa,i mereka, 
(pria,-pria, musyrik) itu berima,n”(Q. S. A,l Ba,qa,ra,h: 
221) 
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Da,la,m konteks la,in Qura,ish Shiha,b juga, menyebutka,n ba,hwa, 
a,l-Qur‟a,n tela,h membeda,ka,n a,nta,ra, A,hl Kita,b denga,n Musyrik 
seba,ga,ima,na, firma,n A,lla,h QS. A,l-Ba,yyina,h(98):1: 
 َْلَةَن ِّ ي َبْلا ُمُه َِيتَْأت ٰ َّتََّح َی ِّكَف ْ نُم َیِِكرْشُمْلاَو ِباَتِكْلا ِلَْىأ ْنِم اوُرَفَك َنيِذَّلاِنُكَي 
A,rtinya,: “Ora,ng-ora,ng ka,fir Ya,kni a,hli kita,b da,n ora,ng-ora,ng 
musyrik (menga,ta,ka,n ba,hwa, mereka,) tida,k a,ka,n 
meningga,lka,n (a,ga,ma,nya,) sebelum da,ta,ng kepa,da, 
mereka, bukti ya,ng nya,ta,” (A,l-Ba,yyina,h(98):1) 
 
Ayat di atas dapat dipahami dari huruf waw membedakan 
orang-orang Kafir menjadi dua, yaitu ahl-kitab dan orang Musyrik, 
perbedaan ini pada, ayat di atas.50 Istila,h Syirik a,da,la,h 
mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan a,ga,ma, 
sora,ng Musyrik a,da,la,h sia,pa, ya,ng perca,ya, a,da, Tuha,n bersa,ma, A,lla,h 
a,ta,u sia,pa, ya,ng bera,ktifita,s denga,n tujua,n ga,nda,  ya,ng perta,ma, untuk 
A,lla,h ya,ng kedua, untuk yang lainNya,.51 
Seda,ngka,n ya,ng dima,ksud denga,n a,hl kita,b menurut Qura,ish, 
itu menca,kup dua, golonga,n sa,ja,  ya,itu Ya,hudi da,n Na,sra,ni. Pa,da, QS. 
A,l-ma,ida,h(5):5 ya,ng dima,ksud wa,nita,-wa,nita, ya,ng menja,ga, 
kehorma,ta,nnya, merupa,ka,n isya,ra,t ba,hwa, ya,ng seha,rusnya, dika,wini 
a,da,la,h wa,nita,-wa,nita, ya,ng menja,ga, kehorma,ta,nnya,  ba,ik wa,nita, 
Mukmin ma,upun  a,hl a,l-kita,b. A,da, juga, ya,ng mema,ha,mi ka,ta, 
tersebut ketika, dira,ngka,ika,n denga,n utul kitha,b, da,la,m a,rti wa,nita,-
wa,nita, merdeka,.Mema,ng ka,ta, itu da,pa,t bera,rti merdeka, a,ta,u ya,ng 
terpeliha,ra, kehorma,ta,nnya,  a,ta,u ya,ng suda,h ka,win.Sela,njutnya,  
dida,huluka,nnya, penyebuta,n wa,nita,-wa,nita, mukmina,h memberi 
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isya,ra,t ba,hwa, mereka, ya,ng ha,rus dida,huluka,n, ka,rena, beta,pa, pun 
juga,  persa,ma,a,n a,ga,ma, da,n pa,nda,nga,n hidup sa,nga,t memba,ntu 
mela,hirka,n ketena,nga,n ba,hka,n sa,nga,t menentuka,n kela,nggenga,n 
ruma,h ta,ngga,. 
Pema,ha,ma,n da,n penda,pa,t belia,u tida,k serta, merta, 
mena,fsirka,n untuk memperbolehka,n perka,wina,n Muslim denga,n 
wa,nita, a,hl kita,b kecua,li denga,n  kriteria, seba,ga,i berikut: perta,ma,  a,hl 
kita,b itu ha,rus bena,r-bena,r berpega,ng pa,da, a,ga,ma, sa,ma,wi. Kedua,  
wanita, ahl kitab tersebut a,da,la,h wa,nita, Muhshona,a,t52, ya,itu ora,ng 
ya,ng menja,ga, kehorma,ta,n dirinya, da,ri perbua,ta,n zina, da,n perbua,ta,n 
keji la,innya,.53 
Terha,da,p sura,h A,l- Ma,ida,h a,ya,t 5 a,l-Na,wa,wy menjela,ska,n 
ba,hwa, menurut Ima,m a,l-Sya,fi‟i, keboleha,n la,ki-la,ki menga,wini 
wa,nita, kita,biya,h tersebut a,pa,bila, mereka, bera,ga,ma, menurut Ta,ura,t 
da,n Injil sebelum diturunka,nnya, A,l-Qur‟a,n. Na,mun, setela,h A,l-
Qur‟a,n turun da,n mereka, teta,p bera,ga,ma, menurut kita,b-kita,b 
tersebut, tida,k terma,suk seba,ga,i a,hli kita,b.54 
Na,mun pa,da, penda,pa,t ya,ng la,in ya,itu penda,pa,t ya,ng 
mencoba, menya,mpa,ika,n da,n mengura,ika,n penda,pa,t ya,ng modera,t. 
Golonga,n ini berpenda,pa,t ba,hwa, perka,wina,n denga,n wa,nita, a,hli 
kita,b hukum a,sa,lnya, a,da,la,h ha,la,l, a,ka,n teta,pi da,la,m situa,si da,n 
kondisi menghenda,ki ketentua,n la,in teruta,ma, ya,ng konteks sosia,l da,n 
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politik ka,rena, kekha,wa,tira,n da,n fitna,h da,la,m kehidupa,n a,ga,ma, 
sua,mi istri da,n a,na,k-a,na,k. A,rgumenta,si ya,ng diba,ngun oleh golonga,n 
ini a,nta,ra, la,in penda,pa,t sa,ha,ba,t Na,bi:  
a) Sa,yyidina, Uma,r perna,h berka,ta, kepa,da, sa,ha,ba,t ya,ng menika,hi 
wa,nita, a,hli kita,b: “cera,ika,nla,h mereka,!”. Perinta,h uma,r dita,a,ti 
oleh sa,ha,ba,t tersebut, kecua,li huzda,ifa,h ibnu A,l-ya,ma,n. Ma,ka, 
uma,r mengula,ngi la,gi perinta,h a,ga,r huzda,ifa,h mencera,ika,n 
isterinya,. La,nta,s huzda,ifa,h berka,ta,: “Ma,uka,h engka,u menja,di 
sa,ksi ba,hwa, mereka, ha,ra,m!”. Uma,r menja,wa,b denga,n singka,t 
“Dia, a,ka,n menja,di fitna,h”. Cera,ika,nla,h !“kemudia,n huzda,ifa,h 
berka,ta, la,gi ” Ma,uka,h engka,u menja,di sa,ksi ba,hwa, ia, a,da,la,h 
ha,ra,m?” Uma,r menja,wa,b la,gi “ia, a,da,la,h fitna,h” a,khirnya, 
huzda,ifa,h berka,ta, “sesungguhnya, a,ku ta,hu ia, fitna,h, teta,pi ia, 
ha,la,l ba,giku”, ma,ka, setela,h huzda,ifa,h meningga,lka,n Uma,r, 
dita,la,kla,h isterinya,. La,nta,s huzda,ifa,h dita,nya, ora,ng: “menga,pa, 
engka,u ta,la,k isterimu itu ketika, diperinta,h uma,r?” ja,wa,ba,n 
Huzda,ifa,h: “Ka,rena, a,ku tida,k ingin diketa,hui ora,ng ba,hwa, a,ku 
mela,kuka,n sesua,tu ya,ng tida,k la,ya,k”. Pa,da, kesempa,ta,n la,in 
Uma,r berka,ta, kepa,da, Huzda,ifa,h “bila, ora,ng-ora,ng Isla,m suka, 
menga,wini wa,nita,-wa,nita, kita,biya,h, ma,ka, sia,pa, ya,ng a,ka,n 
menga,wini wa,nita, Isla,m”. 
b) A,da,nya, kekha,wa,tira,n pa,da, la,ki-la,ki ya,ng a,ka,n terika,t ha,tinya, 
pa,da, isterinya,  a,pa,bila, setela,h mereka, memperoleh keturuna,n. 
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c) Ka,rena, da,la,m Isla,m perka,wiina,n menghenda,ki terwujudnya, 
ketentra,ma,n da,n ketena,nga,n (sa,kina,h, ma,wa,dda,h, 
wa,roma,ma,h). Ma,ka, perta,nya,a,nnya, a,pa,ka,h dua, ora,ng ya,ng 
memiliki keya,kina,n a,ga,ma, da,n keterika,ta,n primordia,l ya,ng 
berbeda, berla,buh da,la,m sa,tu ika,ta,n ruma,h ta,ngga, a,ka,n da,pa,t 
memba,ngun ketena,nga,n da,n ketentra,ma,n da,la,m ruma,h 
ta,ngga,nya,? Oleh ka,rena, itu pernika,ha,n sema,ca,m ini memerluka,n 
sya,ra,t-sya,ra,t da,n kriteria,-kriteria, tertentu.
55
 
  Kemudian pendapat ash Shabuni mengenai perkawinan beda 
agama dapat di simpulkan sebagai berikut: pertama, bahwa haram 
mengawini perempuan musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki 
kitab samawi. Kedua, bahwa haram mengawinkan laki laki kafir 
(penyembah berhala dan ahl kitab) dengan wanita muslimah. Ketiga, 
bahwa boleh laki laki muslim mengawini perempuan ahl kitab  (Yahudi 
dan Nasrani) apabila tidak ada kekhawatiran membahayakan (keimanan) 
anak-anaknya kelak.56 
6. Dampak Perkawinan Beda Agama 
Agama merupakan keyakinan hidup paling mendasar yang 
memberikan pedoman dan tuntunan dalam mengelola kehidupan 
penganutnya.Bagi pasangan yang berbeda agama dan tetap mempertahankan 
keyakinan agama masing-masing dalam pernikahannya, tidak dapat dipungkiri 
tentu akan terjedai patokan dalam mengelola kehidupan perkawinan dan 
rumah tangganya. Bisa jadi, untuk menghindari pertentangan atau ketegangan 
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dengan pasangannya, salah satu pihak bisa saja mengalah.Situasi seperti ini 
seringkali sulit untuk dipertahankan. 
Yang mungkin terjadi adalah bila ada yang mau mengalah terus 
menerus bisa saja kemudian mengalahkan keyakinan agamanya sendiri dan 
akhirnya berpindah mengikuti keyakinan agama pasangannya.Perbedaan 
pedoman hidup yang paling mendasar, yaitu keyakinan agama, bisa menjadi 
salah satu factor penghambat untuk dapat mewujudkan kondisi ideal keluarga 
yang harmonis, tenang, dan tentram. 
Meskipun keyataannya, pasangan yang mempunyai keyakinan agama 
yang sama juga masih mempunyai masalah dan hambatan dalam mewujudkan 
kondisi ideal perkawinan dan rumah tangga yang harmonis, tenang, dan 
damai. 
1. Dampak terhadap anak yang dilahirkan 
Secara rinci fungsi sebuah keluarga dalam pendidikan anak 
adalah untuk dapat  menciptakan  keturunan  yang  baik  dan  
membesarkan  anak.  Dapat memberikan  kasih  sayang,  dukungan  dan  
keakraban.  Untuk  mengembangkan kepribadian,  mengatur  pembagian  
tugas,  menanamkan  kewajiban,  hak  dan tanggung  jawab.  Dan  untuk  
meneruskan  atau  mengajarkan  adat  istiadat, kebudayaan,  agama,  
sistem  moral  kepada  anak  selaku  generasi  penerus  dari sebuah 
keluarga.57 
                                                          
 
57
Singgih  D.  Gunarsa  dan  Yulia  D.  Gunarsa, Psikologi  Praktis  Anak,  Remaja,  dan 
Keluarga, (Jakarta: PT. Gunung Mulia, 1995), h. 30. 
  
57 
 
 
 
Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.58 
Begitu pentinya eksistensi akan lambang penerus dan lambang 
keabadian ini, maka Allah SWT mensyari‟atkan ada pernikahan. 
Pensyari‟atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk keturunan 
yang baik, memelihara nasab, menghindari diri dari penyakit dan 
menciptakan keluarga sakinah.59 Pernikahan beda agama yang terjadi 
antara dua insan manusia, tentunya memiliki dampak atau implikasi 
pada status anak dikemudian hari. Implikasi tersebut dapat 
diidentifkasikan dengan dengan status anak yang bukan menjadi anak 
kandung, karena dalam pembahasan  di atas hukum pernikahan beda 
agama dalam Islam adalah dilarang (haram). 
Dalam pernikahan beda agama dampak yang akan terjadi 
terhadap anak hasil dari pernikahan terebut. Anak yang dilahirkan belum 
dapat menetukan agama apa yang akan dianutnya. Namun, ajaran 
masing-masing agama pada saat kelahiran anak sudah jelas. Menurut 
tuntutan ajaran agama Islam, anak yang baru dilahirkan disunatkan 
untuk diazankan dan diqamatkan oleh ayahnya, selanjutnya dilakukan 
aqiqah dan pemberian nama yang baik sesuai dengan tuntunan Rasul. 
Pada agama Kristen dan Protestan peristiwa kelahiran anak diikuti oleh 
upacara  pembaptisan anak yang baru lahir. Bagi pasangan yang berbeda 
agama tentu akan mengalami kesulitan untuk melakukan pilihan 
tuntutan ajaran agama yang mana yang akan diikuti pada saat kelahiran 
anak mereka. Mungkin saja pasangan ini melakukan kesepakatan, 
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misalnya anak laki-laki mengikuti agama ibunya, dan dilakukan dengan 
ritual agama pada anak menurut kesepakatan tersebut.Tetapi apakah 
pilihan agama untuk anak mereka dapat menghindari permasalahan pada 
anak tersebut dikemudian hari.Misalnya, yang terkait dengan masalah 
wali pernikahan, wari, dan sebagainya. 
2. Dampak terhadap Pendidikan Anak 
Istilah  pendidikan  anak  dalam  keluarga,  secara  etimologi  
para  pakar menaruh perhatian besar untuk menerangkan. Pendidikan 
anak adalah badan atau organisasi termasuk organisasi yang paling kecil 
sekalipun yaitu organisasi rumah tangga yang bertujuan melakukan 
usaha pendidikan bagi anak-anak.60Keluarga merupakan lapangan 
pendidikan yang pertama, dan pendidiknya adalah kedua orang tua bagi 
anak-anaknya.Orang tua sebagai pendidik kodrati, karena secara kodrat 
ibu dan bapak diberikan oleh Tuhan berupa naluri sebagai orang tua.
61
 
Pendidikan hidup bersumber dari keyakinan agama pasangan yang 
berbeda agama kan menimbulkan “kebingungan” patokan yang akan 
dijadikan dasar dalam pendidikan anak. Apalagi pada anak-anak tersebut 
juga dilakukan penetapan agama yang berbeda pada anaknya, misalnya 
pada anak yang mengikuti agama ayah atau ibunya yang beragama 
islam, dia tentu perlu mendapatkan pendidikan agama Islam, bagaimana 
pendidikan agar anak dapat menjalankan ibadah menurut agama Islam, 
menjalankan Shalat, berpuasa, dan ibadah lainnya. Sementara 
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saudaranya yang mengikuti agama ayahnya atau ibunya yang beragama 
Kristen, ia harus juga dididik agar dapat menjalankan ibadah dan aturan 
agama menurut ajaran agama Kristen. “Kebingungan” patokan dasar 
seperti itu akan terjadi dalam pendidikan anak di dalam keluarga yang 
berbeda agama. 
Bila terjadi perebutan pengaruh antara suami isteri terkait 
pendidikan agama pada anak, hal tersebut merupakan sikap yang kurang 
mendidik, lebih-lebih setelah anak mengetahui bahwa diantara kedua 
orang tuanya terdapat perbedaan keyakinan yang prinsipil.Hal tersebut 
membuat hubungan anggota keluarga kacau dan tidak utuh. Keadaan 
demikian secara psikologis akan berperangaruh negatif pula pada 
perkembangan sosial si anak, besar kemungkinan anak akan menjadi 
korban sulit memilih pada agama siapa ia berpijak. Membiarkan anak 
memilih akan bermasalah jika tidak bijaksana, karena keyakinan agama 
ditentukan oleh pendidikan sejak dini. Disamping itu, dalam 
kenyataannya pengaruh ibu terhadap anak sejak kecil jauh lebih besar 
dibandingkan ayah, karena itu anak lebih cendrung mengikuti keyakinan 
agama ibunya, apabila ayah kurang memberikan perhatian terhadap 
pendidikan agama anaknya. 
3. Dampak terhadap pembagian Harta Bersama dan Harta Warisan 
Harta peninggalan dari orang orang  yang telah meninggal dunia 
dapat di lihat dari dua jenis harta: 
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Pertama, jenis harta bersama, yakni harta yang didapat selama 
perkawinan, demikian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Pasal 35, sebagai berikut: 
a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama. 
b) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  
benda  yang  diperoleh  masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang 
para pihak tidak menentukan lain. 
Kedua,  adalah harta peninggalan atau warisan. Mengenai harta 
bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak 
sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-undang tersebut. Sedangkan pada 
Pasal 37 disebutkan “Bila perkawinan putus  karena perceraian, maka 
harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Dalam hal ini 
bila suami istri menganut agama yang sama tentu tidak masalah”. 
Terkait aturan yang digunakan. Tetapi bila sebaliknya yakni 
suami dan istri tunduk pada hukum yang berbeda tentu akan dapat 
menimbulkan konflik diantara mereka. 
Hukum wari,s yang berlaku di, I,ndonesi,a i,ni, terdi,ri, dari, 3 
hukum wari,s, yai,tu hukum wari,s adat, hukum wari,s I,slam, dan hukum 
wari,s perdata. Adanya Rakernas pada tahun 1985 yang di,adakan oleh 
Mahkamah Agung menetapkan bahwa apabi,la seorang pewari,s 
meni,nggal, maka hukum wari,s di,bagi, menurut agama yang di,anut 
oleh pewari,s tersebut. Keadaan i,ni, meni,mbulkan sengketa yang terjadi, 
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antara keluarga dari, pewari,s yang telah meni,nggal. Salah satunya 
adalah yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368 
K/AG/1995 di,mana salah satu anak dari, orang tua yang telah 
meni,nggal ti,dak mau memberi,kan hak kepada ahli, wari,s yang telah 
berpi,ndah agama keyaki,nan Kri,sten. Hal serupa juga terjadi, pada 
putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 di,mana ahli, wari,s 
utama yai,tu seorang janda tanpa anak di,gugat oleh ahli, wari,s dari, 
suami,nya yang memi,nta harta wari,san di,bagi, secara hukum I,slam, 
padahal janda tersebut beragama Kri,sten. 
Al Qur‟an sebagai, pedoman hi,dup umat I,slam ti,dak secara 
tegas mengatur adanyahukum mewari,s antara umat I,slam dengan umat 
yang berbeda keyaki,nan dengan agama I,slam. Namun berdasarkan 
hadi,st Rasulullah S.AW. yang berbunyi, “Di,sampai,kan dari, Abu 
„Asyi,m, dari, I,bn Juraji,  dar I,bn Syi,han, dari, Ali, bi,n Husai,n, dari, 
„Amr bi,n Usman, dari, Usamah bi,n Zai,d r.a. bahwa Rasulullah S.A.W 
bersabda : ti,dak ada wari,san bagi, seorang musli,m kepada orang kafi,r, 
dan ti,dak ada wari,san pula dari, orang kafi,r kepada orang musli,m”62. 
Ami,n Husei,n juga berpendapat bahwa hadi,st dari, rasulullah yang 
tersebut di,atas yang menguatkan dan memberi,kan alasan mengapa 
ti,dak ada pewari,san bagi, ahli, wari,s yang berbeda agama dengan 
pewari,s musli,m.63 
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Berdasarkan sejarah dari, ceri,ta nabi, maupun hadi,st Rasulullah 
Saw. mencermi,nkan bahwa dalam hukum wari,s I,slam ti,dak mengenal 
adanya pewari,san kepada orang yang berbeda keyaki,nan. Meski,pun 
dalam Al-Qur‟an ti,dak di,tegaskan secara jelas bahwa perbuatan i,tu 
di,larang. Tujuan kewari,san sendi,ri, menurut konsep maqashi,d al-
syari,ah secara operasi,onal adalah untuk memeli,hara harta dan 
keturunan.64Menurut Habi,burrahman pemberi,an harta wari,san kepada 
ahli, wari,s yang berbeda agama bukan hanya bertentangan dengan 
syari,at I,slam namun juga bertentangan dengan tujuan dari, syari,at 
sendi,ri, yang i,ni, memeli,hara ji,wa, memeli,hara akal, dan bahkan 
memeli,hara agama.65Hal i,ni,lah yang menjadi, alasan bahwanya I,slam 
ti,dak memperbolehkan adanya pewari,san kepada ahli, wari,s yang 
berbeda agama.Pandangan tentang harta tersebut adalah ti,ti,pan Tuhan 
sehi,ngga harus di,peli,hara seperti, yang di,ajarkan oleh Tuhan dan 
di,gunakan demi, kemaslahatan manusi,a yang beri,man kepada Tuhan 
(Allah). Rasulullah Saw. sendi,ri, juga bersabda bahwa harta wari,san 
tersebut ti,dak boleh merugi,kan ahli, wari,s yang berhak atas harta 
wari,san tersebut. Hal i,ni, sebagai, mana sabda Rasulullah yang 
berbunyi, “ ti,dak boleh mendatangkan kemudharatan bagi, ahli, wari,s. 
Haram mewakafkan hanya yang dapat meni,mbulkan kerugi,an bagi, 
ahli, wari,s, sebagai,man hadi,st Rasulullah Saw : ti,dak memudharatkan 
dan ti,dak di,mudaratkan”.66 
4. Dampak terhadap gangguan hubungan terhadap perkawi,nan beda agama 
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a) Aspek Psi,kologi,s  
Masalah yang akan muncul terhadap pasangan suami,-i,stri,  
dari, perkawi,nan beda agama, yang  dapat  berefek sampi,ng  kepada  
anak-anak mereka, di,antaranya memudarnya kehi,dupan rumah 
tangga kehi,dupan rumah tangga beda agama semaki,n hari serasa 
semaki,n  keri,ng. Pada  awal  kehi,dupan mereka, terutama  pada waku  
masi,h pacaran, perbedaan i,tu di,anggap sepele, bi,sa di,atasi, oleh  
ci,nta.  Akan tetapi, dengan perjalanan waktu  ternyata  jarak  i,tu  tetap  
saja menganga. 
 Ada suatu kehangatan dan kei,nti,man yang ki,an redup dan 
perlahan menghi,lang sehi,ngga perbedaan yang tadi,nnya harmoni,s 
terkalahkan dengan perbedaan agama.Pada saat semaki,n  menapaki, 
usi,a  lanjut,  kebahagi,aan  yang di,cari, bukanlah materi,  melai,nkan 
bersi,fat psi,kologi,s-spi,ri,tual yang sumbernya dari, keharmoni,san 
keluarga yang di,i,kat oleh i,man dan tradi,si, keagamaan, seketi,ka i,tu 
tak ada, maka rasa sepi, ki,an terasa, mungki,n pada saat masi,h  
berpacaran  lalu  meni,kah  dan  belum  punya anak,ci,nta  mungki,n  
di,yaki,ni, dan di,percaya dapat  mengatasi,  semua  perbedaan, namun   
setelah   punya   anak   berbagai,   masalah   baru   akan bermunculan.  
Bagi,  seorang  musli,m,  keti,ka  usi,a  semaki,n  lanjut,  tak  ada yang  
di,harapkan  kecuali, untai,an  doa dari, anaknya. Mereka  yaki,n doa  
yang  di,kabulkan  adalah  yang  datang  dari,  keluarga  yang sei,man. 
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b) Tujuan Berumah Tangga Ti,dak Tercapai, 
Agama  i,tu dalam ki,asan bahasa atau analogi, i,barat  pakai,an  
yang  di,gunakan  seumur  hi,dup. Spi,ri,t, keyaki,nan,  dan  tradi,si,  
agama  senanti,asa akan  melekat  pada  seti,ap i,ndi,vi,du    yang    
beragama, termasuk dalam kehi,dupan rumah tangga. Pada suatu 
kebahagi,aan ji,ka i,stri, dan anak anaknya bi,sa  i,kut  bersama,  pada  
saat  seorang  suami, (yang  beragama I,slam)  pergi, umrah atau haji,. 
Kemudi,an ji,ka i,bu dari, anak tersbeut beragama Kri,sten lantas 
antusi,as dari, seorang i,bu pasti, ti,dak setuju karena perbedaan 
kepercayaan mereka, merupakan suatu kesedi,han keti,ka i,stri, dan 
anak-anaknya lebi,h memi,li,h pergi, ke  gereja  pada  saat  suami,  pergi, 
umroh atau haji, salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah  
menjadi,  imam  salat berjamaah bersama anak istri,. 
Demi,ki,an juga keti,ka Ramadhan ti,ba, suasana i,badah puasa 
menjadi,  perekat  bati,n  kehi,dupan keluarga. Tetapi, kei,ngi,nan i,tu 
sulit terpenuhi, ketika pasangannya berbeda agama. Di, sisi, istrinya, 
yang kebetulan beragama Kristen misalnya, akan merasakan hal  yang 
sama, yakni, merasa indah apabila melakukan  kebaktikan di, gereja 
bersanding dengan suami. Namun itu hanya keinginan belaka. Setiap 
agama terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan 
dilaksanakan secara kolektif dalam kehi,dupan rumah tangga. 
Contohnya  pelaksanaan salat  berjamaah  dalam  keluarga musli,m, 
atau ritual berpuasa.  Semua  i,ni,  akan  terasa  i,ndah  dan nyaman 
ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga. Setelah salat   
  
65 
 
 
 
berjamaah, seorang ayah yang berti,ndak sebagai, i,mam lalu 
menyampai,kan kultum dan di,alog, tukar-menukar pengalaman untuk 
memaknai, hidup. Suasana yang begitu  indah dan religius itu sulit  
diwujudkan  ketika pasangan hidupnya berbeda agama. Kenikmatan 
berkeluarga ada yang hilang. Jadi, secara psikologis perkawinan beda 
agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti, kebahagiaan.  
Ini, tidak berarti, perkawinan satu agama akan terbebas dari, masalah. 
c) Berebut Pengaruh  
Dampak  yang akan terjadi, terhadap mentalitas dan psikologis  
orang  tua  yang  berbeda  agama  juga akan sangat dirasakan oleh 
anak anaknya. Perbedaan agama bagi, kehidupan  rumah  tangga  di,  
Indonesia  selalu  di,pandang  serius. Ada  suatu  kompetisi,  antara  
ayah  dan  ibu  untuk  memengaruhi, anak-anak,  sehingga  anak  jadi,  
bingung.  Namun  ada  juga  yang malah menjadi, lebih dewasa dan 
kritis. Orang tua biasanya berebut  pengaruh  agar  anaknya 
mengikuti, agama yang di,yakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin 
anaknya menjadi, muslim. Kalau ibunya Kristen dia  ingin  anaknya 
memeluk Kristen.  Anak yang mestinya menjadi, perekat orang  tua.67 
7. Pencatatan Terhadap Perkawi,nan Beda Agama 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawi,nan 
yang sah adalah perkawi,nan yang di,lakukan menurut agama dan 
kepercayaannya masi,ng-masi,ng. Dalam ayat beri,kutnya di,tetapkan bahwa 
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“ti,ap-ti,ap perkawi,nan di,catat menurut perauran perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 di,tetapkan : pertama, perkawi,nan 
yang di,lakukan menurut agama dan kepercayaanya pi,hak-pi,hak yang 
melakukan perkawi,nan adalah sah, dan kedua, ti,ap-ti,ap perkawi,nan di,catat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.68Pencatatan 
perkawi,nan di,atur dalam pasal 2 Peraturan Pemeri,ntah Nomor 9 Tahun 1975 
yang menyatakan bahwa : 
1. Bagi, yang beragama I,slam pencatatannya oleh pegawai, pencatat 
sebagai,mana di,maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 
tentang Pencatat Ni,kah, Talak dan Rujuk. 
2. Bagi, mereka yang bukan I,slam, pencatatan di,lakukan oleh pegawai, 
pencatat perkawi,nan pada Kantor Catatan Si,pi,l. 
Pengaturan  pencatatan  perkawi,nan  beda  agama  di,  I,ndonesi,a  saat  
i,ni, di,si,nggung dalam pasal 35 huruf  ajo. Penjelasan pasal 35 Undang-
Undang No.23 tahun 2006 tentang Admi,ni,strasi, Kependudukan (“UU 
Admi,nduk”).69 Beri,kut beberapa pasal UU Admi,nduk Pasal 34 UU Admi,nduk 
mengenai, pencatatan perkawi,nan. 
Pasal 34 UU Admi,nduk :70 
1. Perkawi,nan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan waji,b di,laporkan oleh penduduk kepada I,nstasi, pelaksana 
                                                          
 
68
 Jaih Mubarok, Pembaharuan Hukum Perkawinan Di, Indonesia, Bandung; Simbi,osa 
Rekatama Media, h. 67. 
 
69
http://www.hukumonli,ne.com/klinik/detai,l/lt528d75d7/masalah-pencatatan perkawinan -
beda agama diakses pada tanggal 19 september 2019. 
 
70
Hi,mpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Administrasi,Kependudukan 
dan Catatan Si,pi,l, (Bandung: Fokusmedi,a, 2011), h. 23. 
 
  
67 
 
 
 
di,tempat terjadi,nya perkawi,nan pali,ng lambat 60 (enam puluh) hari, 
sejak tanggal perkawi,nan. 
2. Berdasarkan laporan sebagai,mana di,maksud pada ayat (1), pejbat 
Pencatatan Si,pi,l mencatat pada regi,ster Akta Perkawi,nan dan 
menerbi,tkan Kuti,pan Akta Perkawi,nan. 
3. Kuti,pan akta Perkawi,nan sebagai,mana di,maksud pada ayat (2) 
masi,ng-masi,ng di,beri,kan kepada suami, dan i,stri,. 
4. Pelaporan sebagai,mana di,maksud pada ayat (1) si,lakukan oleh 
Penduduk yang beragama I,slam kepada KUA Kec. 
5. Data hasi,l pencatatan atas peri,sti,wa sebagai,mana di,maksud pada ayat 
(4) dan dalam pasl 8 ayat (2) waji,b di,sampai,kan i,leh KUA Kec 
kepada I,nstansi, Pelaksana dalam waktu pali,ng lambat 10 (sepuluh) 
hari, setelah pencatatan perkawi,nan di,laksanakan. 
6. Hasi,l pencatatan data sebagai,mana di,maksud pada ayat (5) ti,dak 
memerlukan penerbi,tan kuti,pan akta Pencatatan Si,pi,l. 
7. Pada ti,ngkat kecamatan laporan sebagai,mana di,maksud pada ayat (1) 
di,lakukan pada UPTD I,nstansi, Pelaksana. 
Pasal 35 UU Admi,nduk : 
Pencatatan perkawi,nan sebagai,mana di,maksud dalam pasal 34 berlaku 
pula bagi,: 
1. Perkawi,nan yang di,tetapkan oleh pengadi,lan, dan 
2. Perkawi,nan (WNA) Warga Negara Asi,ng yang di,lakukan di, 
I,ndonesi,a atas permi,ntaan WNA yang bersangkutan. 
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Penjelasan Pasal 35 huruf a:  
Yang di,maksud dengan Perkawi,nan yang di,tetapkan oleh Pengadi,lan 
adalah perkawi,nan yang di,lakukan antar-umat yang berbeda agama, 
sedangkan yang di,maksud dengan perkawi,nan yang di,tetapkan oleh 
pengadi,lan dapat di,li,hat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Admi,nduk 
yai,tu, perkawi,nan yang di,lakukan antar-umat yang berbeda agama.71  Ji,ka 
perkawi,nan beda agama tersebut antara pasangan agama I,slam dan non-I,slam, 
maka jelas pencatatannya di,lakukan di, KCS. Akan tetapi, bagai,mana dengan 
perkawi,nan beda agama di, mana salah satu mempelai,nya beragama I,slam. 
Untuk i,tu ki,ta dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada peraturan 
Pemeri,ntah No.9 tahun1975 tentang pelaksanaan Undnag-Undang No.1 
Tahun 1974 tentang Perkawi,nan (PP9/1975). 
Pada Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 di,katakan bahwa pencatatan 
perkawi,nan dari, mereka yang melangsungkan perkawi,nan menurut agama 
I,slam, di,lakukan oleh Pegawai, Pencatat sebagai,mana di,maksud dalam 
Undang-Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Ni,kah, Talak, 
dan Rujuk (yai,tu KUA). Meli,hat dari, pasal tersebut, dapat di,si,mpulkan 
bahwa hanya perkawi,nan yang di,langsungkan menurut agama I,slam yang 
di,catatkan di, KUA. I,ni, berati, perkawi,nan beda agama, ji,ka di,lakukan dengan 
penetapan pengadi,lan, di,catatkan di, Kantor Catatan Si,pi,l.72 
B. Ti,njauan Pustaka 
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 Fenomena Perkawi,nan Beda Agama selamanya akan menjadi, hal yang 
selalu hangat di,bi,carakan karena masalah i,ni, selai,n menyangkut masalah 
keperdataan antar manusi,a juga menyangkut masalah keyaki,nan. Adapun 
peneli,ti,an i,ni, sesungguhnya merupakan jeni,s peneli,ti,an lanjutan, karena jauh 
sebelumnya sudah terdapat banyak peneli,ti,an yang berbi,cara tentang masalah 
Perkawi,nan Beda Agama di,antaranya ada beberapa buku dan skri,psi, yang 
penuli,s temukan. 
 Di, dalam Skri,psi, Rahma Nurli,nda Sari, Angkatan 2014 jurusan Al-
Ahwal Asy-syakhsi,yah di, Fakultas Syari,‟ah Uni,versi,tas I,slam Negeri, Raden 
I,ntan Lampung, yang berjudul Perni,kahan Beda Agama Di, I,ndonesi,a 
Di,ti,njau Dari, Hukum I,slam Dan Ham, dalam skri,psi,nya tersebut menyatakan 
bahwa Perni,kahan beda agama dalam pandangan Hukum I,slam di,haramkan, 
serta beberapa ulama sepakat melarang adanya perni,kahan beda agama karena 
menyangkut perbedaan kei,manan. Kemudi,an dalam pandangan HAM tentang 
perkawi,nan beda agama juga melarang dan ti,dak memberi, tempat bagi, 
perkawi,nan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus 
dalam deklarasi, tunduk pada syari,‟at atau HukumI,slam, satu-satunya  ukuran 
mengenai,  Hak Asasi,  Manusi,a, adalah syari,‟at Islam.73 
 Peneli,ti,an dalam skri,psi,nya Ahmad Hasan Mafati,h tahun 2006 
STAI,N Surakarta yang berjudul Perkawi,nan Antar Agama suatu Anali,si,s 
Pandangan Muhammad Ali, As-Shabuni, tentang perkawi,nan Al Musyri,kah 
dengan Ahl al-ki,tab menjelaskan bahwa As Shabuni, memperbolehkan laki, 
laki, Musli,m meni,kah dengan wani,ta Ahl Ki,tab dan mengharamkan terjadi,nya 
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Skripsi,, Rahma Nurlinda Sari,, Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Di,tinjau 
Dari,Hukum Islam Dan Ham, UIN Raden Intan  Lampung, 2016. 
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perni,kahan antara laki, laki, Musli,m dengan wani,ta musyri,k. Sedangkan 
perni,kahan antara wani,ta Musli,mah dengan laki, laki, pemeluk agama lai,n 
bai,k laki,-laki, Ahl Al-ki,tab ataupun yang Musyri,k adalah haram.74 
 Kemudi,an telaah pustaka yang terdapat dalam skri,psi, Ratna Jati, 
Ni,ngsi,h, Program Studi, Al-Akhwal Asyakhsi,yah Jurusan syari,‟ah Fakultas 
Syari,‟ah dan Ekonomi, I,slam I,nsti,tut Agama I,slam Negeri, (I,AI,N) Surakarta, 
yang berjudul Perkawi,nan Beda Agama(Studi, Anali,si,s Pemi,ki,ran Qurai,sh 
Shi,hab dalam Tafsi,r Al-Mi,sbah), dalam peneli,ti,annya tersebut di,si,mpulkan 
bahwa Penafsi,ran Qurai,sh Shi,hab mengenai, Perkawi,nan Beda Agama antara 
seorang Musli,m yang boleh meni,kah dengan wani,ta Ahl al-ki,tab namun ti,dak 
untuk sebali,knya, dengan dasar surat al-Mai,dah (5):5. Sedangkan perkawi,nan 
seorang pri,a Musli,m dengan wani,ta Musyri,k maupun sebali,knya, yang 
di,haramkan atau di,larang, adapun dasarnya surat al-Baqarah (2):22. 
 Hal i,ni, arti,nya bahwa sesungguhnya Qurai,sh Shi,hab masi,h 
memperbolehkan perkawi,nan antara Musli,m dengan wani,ta ahl ki,tab. 
Sedangkan yang di,maksud ahl ki,tab di,si,tu adalah Yahudi, dan Nasrani,. 
Sedangkan yang di,luar ketentuan tersebut di,haramkan. Adapun kebolehan 
tersebut harus di,i,ri,ngi, dengan beberapa ketentuan mi,salnya wani,ta ahl ki,tab 
yang benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi, (dengan ki,tabnya) 
dan wani,ta ahl ki,tab yang muhsonat. Sementara i,tu Qurai,sh juga mengklai,m 
bahwa ki,tab agama-agama samawi, sebelum I,slam yang saat i,ni, masi,h ada 
sudah ti,dak lagi, ori,gi,nal. Oleh sebab i,tu kemungki,nan di,perbolehkannya 
meni,kah sebagai,mana di,maksud di, atas sangat keci,l. 
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 Relevansi, produk i,jti,had Qurai,sh Shi,hab mengenai, Perkawi,nan Beda 
Agama sangat li,near dengan semangat masyarakat dan hukum di, I,ndonesi,a. 
Meski,pun I,ndonesi,a adalah negara yang plurali,s namun demi,ki,an masi,h tetap 
ada pembatasnya. Pembatasan tersebut semata-mata hanya untuk menjami,n 
kehi,dupan yang aman dan terkendali,. Perkawi,nan Beda Agama di, dalam 
Perundang-undangan I,ndonesi,a ti,dak di,akui, karena hal i,tu ti,dak sesuai, 
dengan ci,ta hukum masyarakat I,ndonesi,a.75 
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